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KABUPATEN BARITO KUALA
BUPATI BARITO KUALA,

bahwa dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektivitas
pelaksanaan Bidang Perizinan Umum serta terwujudnya
pelayanan prima maka dipandang perlu menetapkan
Standar Operasional Prosedur Perizinan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang
Pengumpulan Uang dan Barang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran
Necgara Republik Indonesia Nomor 2273);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
(Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor

4048);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Kolusi,Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851};
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Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tenlang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) scbagaimana telah diubah dengan Undang Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,

Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
6398),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Keschatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5607);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Lalu Lintas
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republk Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96),

Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang
Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1980 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3175);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang

Pendidikan Prasekolah (Tambahan lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 1990);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemenntahan Antara pemerintah,
Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten dan
Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
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Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009, Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61
Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);

Peraturan Pemenntah Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010, Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5093);

Peraturan Pemernntah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran
Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5105);

Peraturan Pemenntah Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20
Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5208),

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Kendaraan,

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung
Kemudahan Berusaha dan layanan Daerah (Lembaran
Negara republik Indonesia tahun 2001 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6622);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penataan Ruang (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 6633);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan
Hidup lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 6634);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6628);
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Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 37,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6639);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6676);

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republikk Indonesia Tahun 2017
Nomor 1956;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003
tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan
Kendaraan Umum,;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2014 Tentang Klinik;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman
Penyusunan Standar  Operasional Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintahan,;

Peraturan Menter1 Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2013 Nomor 877);

Peraturan Menter1 Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84
Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak
Usia Dini (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 1279);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana
dan Prasarana Lemabaga Kursus dan Pelatihan (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1658);

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42
Tahun 2015 Tentang lzin Dan Penyelenggaraan Praktik Ahli
Teknologi Laboratorium Medik;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31
Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 Tentang
Registrasi, [zin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
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Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18
Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak
Usia Dini ditetapkan untuk menjamin anak usia dini
mendapatkan akses terhadap layanan pendidikan anak usia
dim yang berkualitas;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Daftar
Usaha dan/ atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan
Lingkungan Hidup, dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara republik
Indonesia tahun 2021 Nomor 267);

. Peraturan Menten Panwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala

Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Repbulik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor
Parniwisata;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Menter1 Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang
Pelavanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;

Peraturan Mentenn Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2021 tentang  Pelaksanaan  Kesesuaian  Kegiatan
Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan
Ruang (Berita Negara republik Indonesia tahun 2021 Nomor
330);

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
357/MENKES/PER/V/2006 Tentang Registrasi dan lzin
Kerja Radiografer,

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
052/Menkes/Per/X/2011 Tentang Izin Praktik Dan
Pelaksanaan Praktik Kedokteran;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Dan
Praktik Tenaga Gizi,

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81
Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan

Radiografer;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75
Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2016 Tentang lzin Dan Penyelenggaraan Praktik

Terapis Gigi Dan Mulut;
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Peraturan Menteri Keschatan Republik Indonesia Nomor 28

Tahun 2017 Tentang lzin Dan Penyelenggaraan Praktik
Bidan;

Peraturan Menten1 Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang
Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2019 Tentang Pusat Keschatan Masyarakat;

Peraturan Mentenn Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Menter1 Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang
Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit;

Peraturan Menteri Pendidikan, kebudayaan, Riset dan
Teknologt Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar isi pada
PAUD, Jenjang pendidikan dasar dan Jenjang Pendidikan
Menengah;

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
Hk.01.07/MENKES/342/2020 Tentang Standar Profesi
Nutrisionis;

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor
54 /HUK/ 1996 tentang  Pelaksanaan Pengumpulan
Sumbangan Oleh Masyarakat;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2004,
tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau,
dirubah Nomor PM 58 Tahun 2007;

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Kuala Tahun 201" Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun
2012 tentang Bangunan Gedung dan Perizinannya
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012
Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 55 Tahun
2019 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional
dan Pusat Perbelanjaan serta Toko Modern (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 Nomor 55);

Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 124 Tahun
2011 tentang Izin Pengumpulan Sumbangan Uang/Barang;
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Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2015
tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame dan Jaminan Biaya
Bongkar;

Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 49 tahun 2020
tentang Standar Operasional Prosedur Izin Bidang
Pendidikan ( PAUD, TK dan Kursus ) Kabupaten Barito
Kuala ( Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020
Nomor 49 );

Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 41 Tahun 2021
tentang Pemungutan Pajak daerah melalui sistem aplikasi
pajak daerah secara online dan terintegrasi;

Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito
Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021
Nomor 105);

Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 21 Tahun 2022
tentang Pendelegasian wewenang di Bidang Perizinan dan
Non Perizinan Umum Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito
Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022
Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Standar Operasional Prosudur Perizinan pad Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala.

Standar Operasional Prosudur sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU sebagimana tercantum dalam lampiran
Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Marabahan




Lampiran . Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 18845/ 145/ KUM /2023
Tanggal 7 Maret 2023

DAFTA STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR (SOP) IZIN BERDASARKAN
Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/ 145/ KUM /2023

No.

JENIS PELAYANAN

Sektor

PERSETUJUAN KEGIATAN KESESUAIAN PEMANFAATAN
RUANG (PKKPR)

PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)

1ZIN REKLAME

Pekerjaan Umum

W s W R

SURAT PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPKPLH)

Lingkungan Hidup

6 | SURAT PERSETUJUAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
(SPKLH)

7 | 1ZIN USAHA TOKO MODERN (IUTM) Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan |
8 | IZIN USAHA SALON KECANTIKAN -
9 | IZIN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM
10 | IZIN USAHA OLAHRAGA
11 | IZIN WARNET DAN GAME CENTER Partwisate, Pemuda dan Olsh Raga
12 | 1ZIN HOTEL DAN PENGINAPAN
13 | TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA 1
14 | 1ZIN TRAYEK
15 | IZIN USAHA ANGKUTAN ORANG (TAKSI) Perhuungan
16 | IZIN PENGGUNAAN PERAIRAN DARATAN
17 | 1ZIN PENDIRIAN PAUD
18 | IZIN PENDIRIAN TK SWASTA -

| 19 | 1ZIN PENDIRIAN SD SWASTA Pendidikan
20 | IZIN PENDIRIAN SLTP SWASTA
21 | IZIN OPERASIONAL PAUD
22 | IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN UANG/ BARANG
23 | IZIN MENGUMPULKAN DANA/ SUMBANGAN Sosial
24 | 1ZIN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA)
25 | IZIN UNDIAN BERHADIAH (BARANG DAN UANG)
26 | IZIN PENDAFTARAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA T
27 | IZIN KURSUS ]
28 | IZIN PRAKTEK PERAWAT
29 IZIN PRAKTEK DOKTER UMUM/SPESIALIS/AGIGE
30 | IZIN PRAKTEK BIDAN
It [ZIN PRJ\KTEK_TERAF[S GlGLE DAN MULUT

32 | 1ZIN PRAKTEK NUTRISIONIS
33 | 1ZIN PRAKTTK ATLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK -
34 I7ZTN PRAKTEK APOTEKER
35 | IZIN PRAKTEK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN Kesehatan
36 IZIN APOTEK
37 21N TOKQ OBAT/TOKO KOSMETIK/ALAT KESEHATAN/PEDAGANG ECERAN

T

38 l[-::?]: KLINIK
39 IZIN PRAKTEK RADIOGRAFER
40 | IZIN MENDIRIKAN DAN OPERASIONAL RUMAH SAKIT

IZIN PUSKESMAS




Lampiran X1 = Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188 45/ 145 /KUM/2023

Tanggal 7 Maret 2023

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO KUALA

|Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

BUPATI BARITO KUALA

Nama SOP

lPERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (PKKPR)

Dasar Hukum

p—

1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Kualifikasi Pelaksana

a Memahami dengan baik keglatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas

2 Peraturan Pemenintan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang b Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan
3 Peraturan Menten Agrana dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik c Memahami| dengan baix peraturan sesusi substans: kegiatan
Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan d Mempunyal komitmen tinggi untuk menyslesaikan setiap tahapan kegiatan lepat sasaran dan lepat wakiu
Ruang dan Sinkronisas| Program Pemanfaatan Ruang
4 Peraturan Bupati Banto Kuala Nomor 31 tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang di
Bidang Penzinan dan Non Perizinan Umum Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala
Keterkaitan Peralatan/Periengkapan
a Dinas PUPR a Alat Tulls kantor
b Tim BKPRD Kab Barito Kuala b_Seperangkat Komputer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

S0P inl merupakan prosedur baku yang wajit dilaksanakan dalem pembuatan
lzin Jika tbdak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian ketidak trasparanan

xetidak singkronan dan ketdak tepatan waktu dalam pembuatan zin

a Scan Berkas Permchonan
b Dokumentasi [zin yang telah diterbitkan

PELAKSANA MUTU BAKU
Kabid )
No KEGIATAN PEMOHON . Bidang Perzinan Sekrataris Parieng-
Frontoffice |, = eurrse| T'M TKPRD P;nzmm Backoffice Kepala Dinas Waktu Output
1 |Memasukan Permohonan ‘ Jy
S kapan r Parmobonan
2 58 Kaleng bade F:‘ a:::n 5 Ment | Persyasatan uon
permohanan zin Tidak Lengkap \ yarata ks
Permahonan
5 Membuat Surat Undangan Untuk Rapat Persyaratan izin | 1 Han | Jadwal Survey
Teknis Lengkap eian diperksa
| , |Melaksanakan Rapat Pemoahasan Jacwal Survey | 15 Han | P68 Acara
PKKPR Rapat
Menysun Berta Acara rapat dan Rin b | A | Se——o
5 [Membuat Rekomendasi TKPRD I Rasi | ——




Rekomendast
8 |Memparaf Rekomendasi TKPRD Rekomendasi | o ., Tim TKPRD
Tim TKPRD yang telah di
paral
Rekomendasi Rekomandasi
7 |Memparaf Rekomendasi TKPRD Tim TKPRD 10 Menit Tim TKPRD
yang telah di yang lelah di
Rekomendasi Rekomendasi
g [Molsiaken punanda tanganan T TKPRD | 4 o | T TKPRD
paraf Tanda Tangani
Rekomendasi Avsle
" Tim TKPRD " .
9 |Mengarsipan Rekomendasi 5 Menit | Rekomendasi
yang telah di TKPRD
Tanda Tangani
m.
10 |Memproses PKKPR et 7o | 1Hari | SKPKKPR
TKPRD
11 |Memparat PKKPR SKPKIPR | §Ment [SrNia T Yord
5K PKKPR yang
SK PKKFPR yang
12 |Menandatangani SK PKKPR telah di Paraf 5 Menit | telah di Tenda
Tangani
) |SK PKKPR yang
13 |Mengarsipan dan vaiidasi penyerahan feish di Tanda | 5Menit | SK PKKPR
izin Tangani
Tanda Tenma i
14 |[Menyershan izin ‘ }: Berkas 5 Menit | SKPKKPR




Lampiran XIV : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 18845/ 145 /JKUM/2023
Tanggal 7 Maret 2023

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO KUALA

Nomor SOP

m.l Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh BUPATI BARITO KUALA

Nama SOP Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 13 Tahun 2011 tentang Reftribusi
perizinan Terleniu 1zin Mendirikan Bangunan (IMB)

¢ Peraturan Daerah No 2 Thn 2012 Tentang Bangunan gedung & perizinannya

3 Peraturan Bupali Barito Kuala Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang di
Bidang Perizinan dan Non Perzinan Umum Kepada Kepala Dinas Penanaman Maodal dan

a Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas
b Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan
¢ Memahami dengan baik peraturan sesuar subslansi kegialan

d Mempunyal komitmen tinggl Untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan lepat wakiu

Keterkaitan 2 Peralatan/Perlengkapan

a Dinas PUPR a Alat Tulis kantor
b b Seperangkat Komputer
|Peringatan - Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pembuatan
PBG Jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian ketidak trasparanan
ketidak singkronan dan ketidak tepatan waktu dalam pembuatan izin PBG

a Scan Berkas Permohonan
b Dokumentasi PBG yang lelah diterbitkan

PELAKSANA MUTU BAKU
= Perleng-
No KEGIATAN PEMOHON DINAS PUPR | Tim| 12 Dinas PUPR {a Dinas PMPTSP Operator Waktu
Teknia PRG ane DPMPTSP kapan Output
1 |Memasukan Permohonan ke SIMBG (_—\ Data Umum
Data Tekmis Bangunan Permohonan di SIMBG/
i
2 |Memverifikasi Dala Teknis X Data Umum. Data
/ Teknis Bangunan 1 Hari Permohonan 1zin yang
Tidak Lengkap \ teih di Verifiksi
3 |Menunjuk TPT Untuk Dilakukan Tendiap Data Umum. Data Nama dan TPT yang
Konsultasi Dok Teknis Pemohon dan Teknis Bangunan telah dipiih untuk
Menjadwalkar Konsultasi Bersama TPT 3 Han |tahap konsultasi dan
Jadwal Konsultas:
denga TPT
4 | Membenkan Pertimbangan Teknis ! Nama dan TPT yang 21 Hari |Benta Acara Hasil
Rencana Pembangunan Rumah Tinggal telah dipilih untuk tahap Konsultasi TPT
dan Memeriksa Kelaikan Fungsi konsultasl_dan Jadwal
Bangunan Rumah Tinggal Konsultasi denga TPT




Memvalidasi Sertfikat Laik Fungsi Berfta Acara Hasil 1 Harl |Rekomendas/ Sertifikat
Konsultasi TPT Laik Fungsi (SLF)
Memvalidasi Sertfikat Laik Fungsi Rekomendasi Sertfikat | 1 Har | Sertifikat Lalk Fungsi
> Laik Fungs! (SLF) (SLF)
Menyerahkan Sertfikal Laik Fungsi dan Sertifiket Laik Fungsl | 10 Menit |[Rekapan Data
Pengarsipan e (SLF) Pemchen dan Arsip
SLF
Mengambil Sertfikat Laik Fungsi Permohonan yang telah | 10 Menit | Sertifikat Laik Fungsi
lervalidasi (SLF)

r i?, BUPATI BARITO KUALA,




Lampiran XII - Keputusan Bupati Barito Kuala

Nomor 188 45/ 145 /KUM /2023

lzin Jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketdak pastian kebdak trasparanan
ketdak singkronan dan ketdak lepatan waktu dalam pembuatan zin

a Scan Barkas Permohonan
b Dokumentasi [zin yang telah diterbitkan

Tanggal 7 Maret 2023
Nomor SOP
| Tanggal Pembuatan
| Tanggal Revisi
| Tanggal Efektif
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Disahkan Oleh BUPATI BARITO KUALA
KABUPATEN BARITO KUALA Nama SOP IZIN REKLAME
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1 Peraturan Pemenntah Nomor 85 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah a Memaham dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas
2 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah b Memaham dengan baik kelentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan
3. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame |c Memahami dengarn baik peraturan sesuai substans: keguatan
dan Jaminan Biaya Bongkar d Mempunya komitmen binggi untuk menyelesakan setap lahapan kegatan tepat sasaran dan tepat wakiu
4 Peraturan Bupati Bario Kuala Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang di
Bidang Perizinan dan Non Perzinan Umum Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
P nan T u Satu Pintu Barito Kuala o
Keterkaitan - Peralatan/Periengkapan
a Dinas PUPR a Alat Tulis kantor
b BP2RD b Seperangkat Komputer
Peringatan - Pencatatan dan Pendataan
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pembuatan

PELAKSANA TU BAXY
No. KEGIATAN PEMOHON F Butarg Percran) 1 1o — S—— x.bx:' ::“me Kepais | Pedeng | L, Otpnd
; Dwas apan 15
Permohonan ' ;
1 |Memasukan Pe J |
i Fermohonan
2 Memernksa Kelengkapan berkas p"m':"!sm Pervraraar on
permohonan lzin Tidak Lengkap \ | wah doehss
Permohonan | (
Persyarman @on | 10 Mentt | jadwael Survey
3 |Memjadwalkan Jadwal Survey Lengkap wan spewsa
o |Membuat surat Permintaan Petugas Jadwal Survey | 15Meng| | TRIananys
Survey Lapangan ! Survey
1
! , ":‘ 1 Han Berta Acara
5 |Melaksanakan Survey Lapangan Suney | ] Lapangar
]




Melakukan Evaluas: Hasil Survey

Berila Acara

Berita Acara
6 |Kelengkapan Dokumen standar dan 1 Harl
Kesesuaian Pemasangan Lapangan Lapangan
Surat Pengatan
7 |Membuatan Pengantar Borita Acara 10 Menit| Pembayaran
Lapangan Retribusi
8 Membawa Pengantar untuk Melakukan S;Tms:ynﬁt:n 1 Han o
Pembayaran Retribusi Retrbusl Pembayaran
Bukti .| 1zin siap
9 [Menyerahkan Bukti Pembayaran Pem B 5 Menit d.’:"’
!
10 |Memprosesan |zin z'zm i 1 Hani 1zin Reklame
Izin Reklame
11|Memparaf Izin Izin Reklame | 5 Menit | yang telah di
Paraf
Izin Reklame izin Reklame
12 |Menandatangani lzin yang telah di | 5Menit | yangtelah di
Paraf Tanda Tangan
|zin Rekiame lzin Reklame
13 |Mengarsipan dan Penyerahan izin yang telah di | 5 Menit | yang telah di
Tanda Tangani Arsipkan
Tanda Terima
14 |menyerahkan ke Pemohon ( }* ki 5 Menit | tzin Reklame




Lampiran X ©  Keputusan Bupati Barito Kuala

Nomor 188 45/ 145 /KUM/2023

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO KUALA

Tanggal 7 Maret 2023
Nomer SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

| Tanggal Efektif

Disahkan Oleh BUPATI BARITO KUALA

Nama SOP IZIN USAHA TOKO MODERN

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1 10 Peraturan Daerah Kabupaten Barfo Kuala Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penataan dan
Pembinaan Pasar Tradisional dan Pusal Perbelanjaan serta Toko Modemn

2 Perbub Nomer 21 Tahun 2022 Tentang pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan
Non Penzinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP

a Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas
b Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan
¢ Memahami dengan baik peraturan sesual substansi kegiatan

d_Mempunyai komitmen tinggi unluk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waklu

Keterkaitan Peralatan/Periengkapan

a Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan a Alal Tulis kantor

b b Seperangkat Kcmputer
Peringatan Pancatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajlb dilaksanakan dalam pembuatan
I1zin Jika hdak dilaksanakan akan mengakibatkan kehdak pastan ketidak trasparanan
ketidak singkronan dan ketidak tepatan waktu dalam pembuatan zin

a Scan Berkas Permchonan
b Dokumentas| Izin yang telah diterbitkan

PELAKSANA MUTU BAKU
I PEMOHON ;
- KEGUTAX Fromofics | ST | Dcpendeg | Suvey | Beokoiee | SCUTENEN | TURR | P | wak | Oupu
pan
1 |Memasukan Permchonan (
L
anmiclion Permohonan
2 Memeriksa Kelengkapan berkas F: ‘:h ) %
permohonan lzn Tidak Lengkap \ i wm
Permohonan,
' | Persyaratan mn | 10 Menit| Jadwal Survey
3 |Menjadwalkan Jadwal Survey = ervr
4 LMernbuat Sural Permintaan Petugas p . — T i
Survey Lapangan adwal Survey “'E‘““';'
Telaksanaya | . | BeritaAcara
5 [Melaksanaan Survey Lapangan .
6 Mengevaluasi Hasil Survey Kelengkapan B:nt: Acara p—_— RT.L
Dokumen standar apangan nis SKPD




7 |Memproses SK izin Rekomendasi | . —
Tekrs SKPD
8 |Memparat SK izin ! Izin yang Telah
. SK lzin 5 Menit & Parst
K Izin L s vy
9 |Menandatangani SK Izin Y30 | 5 pMenit | Telah di Dtanda
Telah di Paraf T
angan
SK zin yang |
10 M_ahkulmn Pengarsipan dan Panyerahan Teloh & € 5 Menit mm
Izin Tangani
Toko
Menyerahkan |zin diserahkan Sk |zin yang 5 Izir Usaha
T Kepsmohon ( } Telah & Data Modem

.ﬁ BUPATI BARITO KUALA,

i fZ




Lampiran VI = Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188 45/ 145 /JKUM /2023

Tanggal 7 Maret 2023

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO KUALA

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revis|

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh BUPATI BARITO KUALA

Nama SOP IZIN USAHA SALON KECANTIKAN

Dasar Hukum_

Kualifikasi Pelaksana

1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Kesehatan

2 Permenkes Nomor 43 tahun 2018 tentang puskesmas

3 Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar kegiatan Usaha dan Produk pada
Penyelengaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehalan

a Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas
b Memahami dengan balk ketentuan yang berlaku dalam pelaksansan kegatan
¢ Memahami dengan baik peraturan sesua substans kegiatan

Keterkaitan

Peralatan/Periengkapan

d_Mempunyal komitmen tinggl untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepal sasaran dan tepat wakty

a Dinas K-perﬁudaan Olah Raga, Kebudayaan dan Parwisata
b

a Alat Tulis kantor
b Seperangkat Komputer

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wa)id dilaksanakan dalam pembuatan
Izin Jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian ketidak trasparanan
| ketidak singkronan dan kefidak tepatan waktu dalam pembuatan @in

a Scan Berkas Permghonan
b Dokumentasi Izin yang telah diterbitkan

PELAKSANA MUTU BAKU
NoJ KEGIATAN PEMOHON Bidang Perizinan Dinas Kabid Perizinan Kepala Perieng-
Frontoffice jmum DPMPTSF Pariwisata SUW Backoffice Urnum Dinas klp’ﬂ Vi— Ouw
1 |Memasukan Permohonan
Cl_l
Permohonan
Memeriksa Kelengkapan berkas Permohcnan 5Mend | Persyaratan zin
2 permohonan lzin Tidak Lengkap \ Persyaratan zin ik donitine
Fermohenan
3 [Menjadwalkan Jadwal Survey Persyaratan @in | 10 Menit| Jadwal Survey
Lengkap telah diperiksa
Membuat Sural Permintaan Petugas Jadwal Su Teiaksananya
rvey | 15 Meni
4 Survey Lapangan Survey
Telaksananya Berita Acara
5 [Melaksanaan Survey Lapangan Survey 1HES |~ v
Berita Acara Rewomendas:
Mengevaluasi Hasil Survey Kelengkapan -
B Dokumen standar I Lapangan Tekrws SKPD




|
T |Memproses SK izin ! 1zin
. Takrs SKPD | iy ‘ o
| I
8 [Memparaf SK Izin | 8K lzin [5""’" ""’;';'!;"'
| L
SK Izin | | T ey
9 [Menandatangani SK Izin rmam ! 5m‘rﬂam
""} | Tangam
Melakukan Pengarsipan dan Penyerahan 5K [zin yang | | mw
0 izn e Tetah o Otanda | S Ment |
Targani | Iww
elar_rdata
izn Usaha | [
11 Menyerahkan lzin diserahkan Seton i | lon Usaka
Klp-'nohon . ism; Salor
) 4




Lampiran V: Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/ 145 /KUM/2023

Tanggal 7 Maret 2023

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO KUALA

INomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh BUPATI BARITO KUALA

Nama SOP |IZIN USAHA REKREASI DAN HIBURAN

Dasar Hukum

1 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2004 tentang Retribusi |zin Usaha
Umum, Rekreasi, Olahraga dan salon Kecantikan

2 Perbub Nomor 21 Tahun 2022 Tentang pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP

a Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas

b Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan

c. Memahami dengan baik peraturan sesuai substansi kegiatan

d_Mempunyai komitmen untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu

Keterkaltan : :

a Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata a Alat Tulis kantor

b b_Seperangkat Komputer
Peringatan :

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pembuatan
Izin Jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian ketidak trasparanan,
ketidak singkronan dan ketidak tepatan waktu dalam pembuatan izin

a Scan Berkas Permohonan
b Dokumentasi Izin yang telah diterbitkan

PELAKSANA MUTU BAKU
No, KEGIATAN PEMOHON e —— Kabid Perizinan Kepala
Frontoffice | mumpPMprs | Backoffice Hinien Dines Perlengkapan | Wakiu Output  |Ket
1 |Memasukan Permohonan
C“_J
Permohonan
Memeriksa Kelengkapan berkas Permohonan, n,
2 |permohonan Izin Persyaratan izin | > Menit | Persyaratan zin
pe Tidak Lengkap telah diperiksa
Permohonan,
3 |Mendata dan Koordinir pembuatan izin L m :in 10 Menit Dn:.B:URrku
Data Berkas .
4 Mﬂﬂpfms Pembuatan lzin Sinsuk 1 Hari SK Izin
|




SK lzin yang
Memparaf SK Izin SK izin SMenit | o ah di Paraf
SK lzin yang
SK lzin yang .
% 5 Menit | telah di Tanda
Menandatangan SK (zin telah o Paraf Tangam:
SK izin yang SK lzin yang
Melakukan Pengarsipan dan Penyerahan telah di Tanda | 10 Menit| talah di Tanda
lzin Tangan:
SK lzin yang
Menyerahkan lzin diserahkan teiah 4 Tanda
Kepemohon

Tangam




Lampiran IV : Keputusan Bupati Barito Kuala

Nomor 188.45/ 145 /KUM/2023

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO KUALA
[Dasar Hukum

Tanggal 7 Maret 2023
Nomor SOP

 Tanggal Pembuatan

Tanggal Ravii

Tanggal Efektif

Disahkan Cleh BUPATI BARITO KUALA

Nama SOP

Izin Usaha Olahraga

Kuallfikas| Pelaksana

1 Peraturan Dasrah Kabupaten Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2004 tentang Retribusi 1zin Usaha
Umum, Rekraasi, Olahraga dan salon Kecantikan

2 Perbub Nomor 21 Tahun 2022 Tentang pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non

a.mmmnglnbdkmmmymghnmﬁ-mmdﬁmmmluﬂu
b. Memaham| dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan
¢ Memahami dengan baik peraturan sesual substansi kegiatan

Perizinan Kepada Kepaia Dinas PMPTSP d mmmmmimwmmmmmmwm
Ketarkaitan - Peralatan/Perien
l: Dinas Kepemudaan. Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata a_ Alat Tulis kanior
b b_Seperangkat Komputer
Peringatan 2

Pencatatan dan Pendataan

S0P inl merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pembuatan
1zin Jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan kelidak pastian ketidak trasparanan
ketidek singkronan dan ketidak tepatan wakiu dalam pembuatan izin

8. Scan Berkas Permohonan
b Dokumentasi Izin yang telah diterbitkan

PELAKSANA MUTU BAKU
No KEGIATAN PEMOHON Bidang Perzinan Dinas Kabid Perizinan Kepala Perleng-
Frontoffica | oo » Survey Backoffice iy 5 Woaktu Output
1 |Memasukan Permohonan ‘ J
Permohenan,
, |Memeriksa Kelengkapan berkas / """“’""";n 5 Menit | Persyarstan izin
porTioborien o Tidak Lengkap | Plirmyealion teiah aiperksa
Parmohonan,
1
3 |Menjadwalkan Jadwal Survey P::nmm 0 Menit | Jadwal Survey
Lengkap diperiksa
T
Membuat Surat Perminiaan Petugas Jacwal Survey | 15 Ment elaksananya
4 Survey Lapangan Survey
Telasananya | . . | BerttaAcara
5 |Melaksanaan Survey Lapangan Survey Lapangan
e Ao | oy Msadwndeel
Mengevaluas: Hasil Survey Kelengkapan 5 s
€ [Dokumen standar Lapangen sais




7 (Memproses SK izin Rekomendas:
Teknis SKPD ¥ .
8 M raf SK Iz Izin yang Telah
Ll " SK lzin SMent [ ¥ or o
SK lzin yang
g |Menandatangani SK Izin SKlzinyang | g \ent | Telah di Ditanda
Telanh ch Paraf T ¥
angani
Melakukan Pengarsipan dan Penyerahan T, Il gy Izin Usaha
10 Telah di Ditanda| 5 Menit
Izin Olahraga
Tangan
1 Menyerahkan |zin diserahkan Tanda Terma 5 Menit Izin Usaha
Kepemohon Berkas Oliahraga
©"0_Pi- BUPATI BARITO KUALA, -




Lampiran VII  Keputusan Bupat: Barito Kuala

Nomor 188 45/ 145 /KUM/2023

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO KUALA
‘Dasar Hukum

Tnnggl 7 Maret 2023
Nomaor S0P

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektf

Cisankan Oleh BUPATI BAR|TO KUALA

Nama SOP IZIN WARNET DAN GAME CENTER

Kualifikas| Pelaksana

1 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha
Umum Rekreas! Olahraga dan salon Kecantikan

2 Perbub Nomor 21 Tahun 2022 Tentang pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP

a Memahami dengan baix kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas
b Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan
¢ Memahami dengan baik peraturan sesual substansi kegiatan

d _Mempunya komitmen linggl untuk menyelesaikan setiap tahapan kegatan lepat sasaran dan tepat waktu
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
a Dinas Kepemudaan Olah Raga Kebudayaan dan Parwisata a Alat Tulis kantor
b b Seperangkat Komputer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
SOP inl merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pembuatan

Izin Jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastan ketidak trasparanan
ketidak singkronan dan ketidak tepatan waktu dalam pembuatan (zin

a Scan Berkas Permohonan
b Dokumentast |zin yang telah diterbitkan

PELAKSANA MUTU BAKU
NoJ KEGIATAN PEMOHON Bidang Permnan Dinas Kabid Penzinan Kepala Perleng-
Frontoffice Umum DPMETS® | Pa - Survey Backoffice Cifdins Dias B Walkty Output
1 |Memasukan Permohonan
C“_/
Permehenan
» |Memeriksa Keiengkapan berkas / Pornshanan. | o uuory | pecoyaratan min
Pemohonan
3 |Menjadwalkan Jadwal Survey P:rl::m @n | 10 Menit | Jadwal Survey
4 Membuat Suratl Permintaan Petugas } 'S 15 Menit| | Blaksananya
Survey Lapangan Survey
Telaksananya 1 Had Benta Acara
5 Melaksanaan Survey Lapangan | Survey Lape
T
Mengevaluas Hasil Survey Kelengkapan l Benta Acara 2 Hart zwm
& ]Dokumon standar r ‘ Lapangan SKPD
] 1




Rekomendas!
lzn
7 |Memproses SK @in Teknis SKPD 1 Han SK
zin Telah
8 |Memparaf SK Izin skizin | 5Ment | <7 IRE
SK Izin yang
SK lzin yang :
9 |Menandatangan SK |zin Telah di Paral 5 Menit | Telah di Ditanda
Tangani
3 Izsn Warnat dan
% ety Game Center
10 Melakukan Pengarsipan dan Penyerahan Telah di Ditanda| 5 Menil 5
lzn Tangani y -! 9 "! ;
Izin Warnet dan
Menyerahkan Izin diserahkan Game Cenler | .\, | 12in Wamet gan
11| kepemohon yarg telah di Game
= Arsipkan

/5

4/ “Pf BUPAILBARITO KUALA,
/4 .




Lampiran 1 :

Keputusan Bupah Barito Kuala

Nomor 188.45/ 145 /KUM/2023

Tanggal 7 Maret 2023

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO KUALA

Nomor SOP

| Tanggal Pembuatan

Tanggal Revis:

Tanggal Efekt

Disahkan Oleh

BUPATI BARITO KUALA

Nama SOP

1ZIN HOTEL DAN PENGINAPAN

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

5

1 Peraturan Daerah Ksbupaten Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2004 tentang Retribusi lzin Usaha
Umum. Rekreasi, Olahraga dan salon Kecantikan
2 Perbub Nomor 21 Tahun 2022 Tentang pandelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non

8. Memahami dengan baik kegistan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas
b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan
c. Memahami dengan baik peraturan sesuai substansi kegiatan

Perizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP. d. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyeiesaikan setiap lahapan kegiatan lepat sasaran dan tepat wakiu
Keterkaitan . _ o |Peraiata n :
a.  Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudaysan dan Pariwisata Il.AIltTuﬁli-.mla
b b. Seperangkat Komputer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini rmruplkln prosadur baku yang wajib dilaksanakan daiam pembuatan
lzin Jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian ketidak trasparanan,

a. Scan Berkas Permohanan
b. Dokumentasi Izin yang telah dilerbitkan

|ketidak singkronan dan ketidak tepatan waktu dalam pembuatan zin
PELAKSANA MUTU BAKU
NoJ KEGIATAN PEMOHON Bidang Perizinan Dinas Kabid Perizinan Kepala Perleng-
Frontoffice |, = “reupTse Pariwisats Survey Backoffice Umum Oinis g Waldu Output
1 |Memasukan Permohonan ' J
Permohonan.
o |Memeniksa Kelengkapan berkas """""‘""““';m § Menit | Persyaratan zin
permohonan Izin Tidak Lengkap | P islan diperiaa
Permochonan
3 |Menjadwalkan Jadwal Survey mmmf 10 Menit | Jadwal Survey
4 Mernbuat Surat Permintaan Petugas Jadwal Survey | 1 Harl ¥ Survey
Survey Lapangan elsksansrya
Telaksananya 1 Hari Berta Acara
5 |Melaksanaan Survey Lapangan Survey Lapangan
2 Benta Acara Rekomendasi
Mengevaiuasi Hasil Survey Kelengkapan * 1 Hari nmstypeioers
& Dokumen standar I




Rekomendas:

7 |Memproses SK izin K
Taknis SkPD | 2 HoP i
8 |Memparaf SK Izin Izn yang Telah
pa z SK lzn 5 Men & Pt
SK izin yang
9 |Menandatangani SK lzin fs:c:?; ::'g‘ 5 Ment | Telah di Ditanda
Tangan
SK izin yang
10 mkuun Pengarsipan dan Penyerahan Yeioh di D 5M lzin Hotel dan
Tangan 7
1 Menyerahkan lzin diserahkan ( != Tanda Tenma 5 Mentt lzin Hnul dan

Kapemohon




Lampiran IX - Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 18845/ 145 /[KUM/2023

Tanggal 7 Marct 2023

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO KUALA

Nomor SCP

Mﬁal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efext

Disahkan Oleh BUPATI BARITO KUALA

Nama SOP TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

Dasar Hukum :

Kuslifikasi Pelaksana

1 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2004 tentang Retribusi lzin Usaha
Urmum, Rekreasi, Olahraga dan salon Kecantikan
2 Perbub Nomor 21 Tehun 2022 Tentang pendelegasian Wewenang di Bidang Penzinan dan

a Memaham dengan baik kegietan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas
b Memahami dengan baik ketentuan yang beriaku dalam pelaksanaan kegiatan
¢ Memahami dengan baik persturan sesuai substansi kegiatan

Non Penzinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP d_Mempunyai komitmen tinggi untuk setiap tal sasaran dan wakty
Keterkaitan Peralatan/Periengkapan
a Dinas Kepemudaan, Olah Raga. Kebudayaan dan Pariwisata a Alat Tulis kantor
b b _Seperangkat Komputer
Peringatan 3 Pencatatan dan Pendataan
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pembuatan a Scan Berkas Permohonan
Izin Jika tdak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian ketidak trasparanan b Dokumentasi lzin yang telah diterbitkan
ketidak singkronan dan Ketidak tepatan waktu dalam buatan 2in
PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN PEMOHON Bidang Perizinan Dinas Kabid Perizinan Kepaia Perleng-
Frontoffice |, um0PMPTSP |  Pariwisata rvey B Umum Dinas kagan e S
1 [Memasukan Permohonan ‘
y kJ
Memeriksa Kelengkapan berkas y i Permohonan. | o 0 | o
2 s Persyarsuan ain Persyaraman zn
permohonan lzin Tidak Lengiap | SN\ telah diperikss
—_4'—_ Permohonan.
Menjadwalkan Jadwal Survey Persyaratan zin | 10 Menit| Jacwal Survey
a Lengkap telah dpecksa
4 Membuat Surat Permintaan Petugas Jadwal Survey | 15 Menit Teaksananya
Survey Lapangan Survey
T olak :
5 |Melaksanaan Survey Lapangan Survey 1 Han Lapangan
= Berna Acara Rekomences:
Mengevaiuasi Hasil Survey Kelengkapan 1 Han




7 |Memproses SK izin Rekomendas | SK Izin
Tekris SKPD
8 |Memparaf SK (zin SK izin 5 Ment | 17" m;"'"
SK lzin yang
9 [Menandatangani SK Izin SKzin yang | g \iarit | Telah di Ditanda
Telah o) Paraf Yangani
K kel g Tanda Daflar
Usana
10 :\:::ukukm Pangarsipan dan Penyerahan Telah di Ditanda| 5 Menit P ata
Tangurs _Diarsipkan
Tanda Dafar Tanda Daflar
11 Menyerahkan lzin diserahkan "
Kepemaohon ( }




Lampiran II = Keputusan Bupati Barito Kuala

Nomor 1B8.45/ 145 /KUM/2023

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
L» KABUPATEN BARITO KUALA
Dasar Hukum

Tanggal 7 Maret 2023
Nomor SOP

| Tanggal Pembuatan

| Tanggal Revisi

Tanggal Efektt

Disahkan Oleh BUPATI BARITO KUALA

Nama SOP IZIN TRAYEK

Kualifikas| Pelaksana

1 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2004 tertang Retribusi lzin Usaha
Umum, Rakreasi, Olshraga dan salon Kecantikan

2 Perbub Nomor 21 Tahun 2022 Tentang pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP

8. Memahami dengan baik kegiaten yang harus dilakukan dalam menunjang tugas
b Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan
¢ Memahami dengan baik peraturan sesual substans| kegiatan

d Mempunyai komitmen tinggi untuk menyeiesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat wakiu

Keterkaitan

. |Peralatan/Periengknpan
a Dinas Perhubungan 2 Alat Tulis kantor
b b_Seperangkat Komputer
 Peringatan : Pencatatan dan Pendatasn

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan delam pembuatan
[zin Jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian ketidak rasparanan

a Scan Berkas Permohonan
b Dokumentasi lzin yang ielah diterbitkan

ketidak singkronan dan ketidak wakiu dalam n izin
PELAKSANA MUTU BAKU
No, KEGIATAN PEMOHON Didang Perizinan Dinas Kabiud Perizinan Kepala Perleng-
Frontoffice | 0 empTse Perhubungan Survey Backoffice gy Dings Waktu Output
1 |Memasukan Permohonan ( J
-
Parmohanan
Memeriksa Kelengkapan berkas Pemohonan | o o P O
2 |permohonan |zin Tidak Lengkap \ Parsyaratan izin furks apusphens
Pemohonan,
3 |Menjadwalkan Jadwal Survey = W izin | 10 Ment| Jadwal Survey
Membust Surat Permintaan Petugas Jadwal Survey | 15 Meng| T®leksananys
“ Survey Lapangan Survey
Telaksananya | | BertaAcara
5 |Melaksanaan Survey Lapangan Survey Lapangan
Mengevaiuesi Hasil Survey Kelengkapan Berita Acara Rekomendasi
§ |bokumen standar l Lapangen THE | Teknis SKPD




7 [Memproses SK izin Rekomendasi | .5 yeqt|  SK Izin
g Tekms SKPD
yang Teiah
8 {Memparaf SK izin SKizn | SMena [ 27 X508 1
K Sy SK lzin yang
n :
Men i SK Izin 5 Menit | Telah di Ditanda
9 andatangan I Teiah di Paraf =i
SK Izin yang
10 Melakukan Pengarsipan dan Penyerahan Telah di Ditanda| 5 Menit 1zin Trayek
Izin Tangan
Tanda Ternma ’
1 Menyerahkan |zin diserahkan ( }‘ 5 Menit Izin Trayek L~

Kepemohon




Lampiran III 1 Keputusan Bupat: Barito Kuala

Nomor 188 45/ 145 /KUM/2023

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO KUALA

Tanggal 7 Maret 2023
Nomor SOFP

| Tanggal Pembuatan

Tanggal Revis

MI Efektif

Disahkan Oleh BUPATI BARITO KUALA

Nama SOP

1ZIN USAHA ANGKUTAN ORANG [ TAKSI )

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas Angkutan Jalan
2 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen Rekayasa. Analisis Dampak
sera Manajemen Kebutuhan lalu Lintas

3 Keputusan Mentari Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2023 tentang Penyelengaraan Angkutan
Orang di jalan dengan kenderaan Umum

4 Perbub Nomor 21 Tahun 2022 Tentang pendelegasian Wewsnang di Bidang Perizinan dan Nor
Perizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP

a Memahami dengan baik kegialan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas
b Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan keg.atan
¢ Memahami dengan baik peraturan sesuai substansi kegiatan

d Mempunyai komitmen tinggl untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan lepat wakiu

Katerkaltan

Peralatan/Perlengkapan

8 Dinas Perhubungan
D

a Alal Tulis kantor
b Seperangkat Komputer

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pembuatan
lzin Jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan kelidak pastian ketidak trasparanan
ketidak singkronan dan ketidak tepatan wakiu dalam pembuatan zin

a Scan Berkas Permohonan
b Dokumertasi lzin yang telah diterbitkan

PELAKSANA MUTU BAKU
No KEGIATAN PEMOHON Bidang Ferainan Dinas Kabid Perzinan Kepala Perleng-
Fronloffice et Perhubungan Survey Backoffice i Waktu QOutput
1 |Memasukan Permohonan
C‘Pf
; Permohonan
Memeriksa Kelengkapan berkas Permohanan 5 Mentt | &
y ersyaratan @in
2 | permononan Izin Tidak Lengkap "\ Persyaratan zin Prosgpimicard
Permahonan
3 meiun Jadwal Survey Persyaratan zin | 10 Meni | Jadwal Survq
Lengkap telah diperikaa
Membuat Surat Permintaen Petugas > Jaowal Survey | 15 Menit Telaksananya
4 Survey Lapangan Survey
Telaksananya
5 |Melaksansan Survey Lapangan S 1Han | BertaAcara
Mengevaluasi Hasil Survey Kelengkapan BertaAcara | . |Rexomendasi
6 |Dokumen standar T Lapangan Teknis SKPD




7 |Memproses SK izin Rekomendasi | . .. 8K Izin
Tekms SKPD
I Telah
-] Mlmplrlf SK lzin SK Izin 5 Menit mm"
8K kzin yang SK Izin yang
Zzin -
9 (Menandatangani SK lzin Toiuh & Pacsé 5 Menit Tcld;chm
SK Izin yang Izin Usaha
i0 Melakukan Pengarsipan dan Penyerahan Telah di Ditanda| 5Menit | Angkuan Orang
Izin Tangan (Taksi)
1 Menyerahkan |zin diserahkan ( }
Kepemohon




Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 18845/ 145 /KUM/2023
Tanggal 7 Maret 2023

Lampiran XIII

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO KUALA

Nomor SOP

Tanggal Pembustan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh BUPATI BARITO KUALA

Nama SOP IZIN PENGGUNAAN PERAIRAN DARATAN

Dasar Hukum

Kualifikas| Pelaksana

1 Peraturan Daerah Kabupalen Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2004 tentang Retribusi lzin Usaha
Umum. Rekreasi Olahraga dan salon Kecantikan

2 Perbub Nomor 21 Tahun 2022 Tentang pendelegasian Wewenang di Bidang Penzinar dan Non

| Perizinan Kepada Kepala Dinas PMPTSP

a Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas
b Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksansan kegiatan
¢ Memaham| dengan baik peraturan sesuai subsiansi kegiatan

d Mempunyal komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap lahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu

|Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

|a Dinas Perhubungan a Alat Tulis kantor

b b Seperangkat Komputer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilsksanakan dalam pembuatan
lzin Jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian ketidak rasparanan
ketidak singkronan dan ketidak tepatan waktu dalam pembuatan izin

a Scan Berkas Permohonan
b Dokumentasi Izin yang telah diterbitkan

PELAKSANA MUTU BAKU
No| KEGIATAN PEMOHON Bidang Ferinan Dirws Kabid Perizinen Kepala Purieng-
Frontoffice | “memerse Parhuibngi Survey Backoffice Umum Dinas Waktu Qutput
1 [Memasukan Permohonan ( 'r
, |Memeriksa Keiengkapan berkas / Permohonan. | o o "'m'-;_l
permohonan 1zin Tidak Lengkap \ Persyaratan izin ' m""‘"’m_‘
Permohaonan
Memjadwalkan Jadwal Survey Persyaratan izin | 10 Ment |Jadwal Survey
i Lengkap telah diperiksa
Membuat Surat Permintaan Petugas Jadwal Su 15 Menit Pelaksanaan
. Survey Lapangan ey Survey
1 Hari
5 thIakmm Survey Lapangan Survey lll s Acars
Mengevaiuasi Hasil Survey Kelengkapan Berita Acara IHan |ekOmencasi
8 |Dokumen standar ] Lepangan Teknis SKPD




Memproses SK izin

Rekomendas
H SK lzin
Tekms SKPD | | an
Izin yang Telah
8 |[Memparaf SK lzin SK lzin 10 Menit di Paraf
SK lzin yang it ol
8 |Menandatangani SK Izin ! 5 Menit | Telah di Ditanda
i Telah di Paraf Tangani
SK lzin yang SK lzin yang
10 Melakukan Pengarsipan dan Penyerahan Telah di Ditanda| 5 Menit | Telah di Ditanda
hein Tangani Tangani
Tanda Teri —— IzZin Pengunaan
11 |Menyerahkan Kepemohon ‘ } Berkas Perairan




KABUPATEN BARITO KUALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Lampiran XXIV : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 18845/ 145 /KUM/2023
Tanggal 7 Maret 2023

Nomor SOP

| Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh BUPATI BARITO KUALA

Nama SOP IZIN PENDIRIAN PAUD ( PENDIDIKAN ANAK USIA DINI )

Dasar Hukum

Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala

1 Peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian

3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan
Layanan Pendidikan Anak Usia Dini di tetapkan untuk menjamin anak usia dimi mendapatkan
akses terhadap layanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas

4 Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang di
Bidang Perizinan dan Non Penzinan Umum Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan

a Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas

b Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan keglatan

¢ Memahami dengan baik peraturan sesuai substansi kegiatan

d Mempunyai komitmen untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu

Keterkaitan

ketidak singkronan dan ketidak tepatan waktu dalam pembuatan zin

a Dinas Pepdidikan a Alat Tulis kantor

b b_Seperangkat Komputer

Peringatan :

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pembuatan a Scan Berkas Permohonan

1zin Jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian ketidak trasparanan b Dokumentasi |zin yang telah diterbitkan

PELAKSANA MUTU BAKU
IATAN PEMOHON ;
|No. KEG ool Bad.nng‘:::nmnan Backoffice Il'i:ll:lch!J r:irnlfman K;E:: Perlengkapen | W o
1 |Memasukan Permohonan ' )
y hJ
Memeriksa Kelengkapan berkas Permohonan ) Permohonan.
" honan 1zin - Persyaratan izin | > Menit | Persyaratan izin
permohona Tidak Lengkap \ \olah
Permohonan,
3 |Mendata dan Koordimir pembuatan zin i Persyaratan n | 10 Menit Data Eo:n
I et




Memproses Pembualtan Izin Data Berkas | o 4. SK Izin
Masuk
Memparaf SK Izin ~ SK lzin yang
» SK lzin 5 Menit telah di Paraf
SK Izin yang
Menandatangan SK izin SKlzinyang | g psanit | telah di Tanda
telah di Paraf Tangani
Melakukan Pengarsipan dan Penyerahan SK Izin yang SK [zin yang
lzin telah di Tanda | 10 Menit| telah di Tanda
Tangani Tangani
Menyerahkan Izin diserahkan Tanda Terma 5 Menit 1zin Pendirian
Kepemohon Berkas SLTP Swasta

Pj, BUPATI BARITO KUALA,




Lampiran XXV © Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188 45/ 145 /KUM/2023

Tanggal 7 Maret 2023

Layanan Pendidikan Anak Usia Dini di tetapkan untuk menjamin anak usia dini mendapatkan
akses terhadap layanan pendidikan anak usia dinl yang berkualitas

4 Peraturan Bupah Barito Kuala Nomor 21 Tahun 2022 tenlang Pendelegasian wewenang di
Bidang Perizinan dan Non Perizinan Umum Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revis|
Tanggal Efekiif
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Disahkan Oleh BUPATI BARITC KUALA
KABUPATEN BARITO KUALA Nama SOP IZIN PENDIRIAN TK SWASTA
Dasar Hukum
1 Peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan a Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas
2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tenlang Pendinan b Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan
Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ¢t Memahami dengan baik peraturan sesual substansi kegiatan
3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan d Mempunyal komitmen untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepal waktu

Keterkaitan

a Dinas Pendidikan a8 Alat Tubs kantor

b b_Seperangkat Komputer
P-rlngatan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pembuatan
lzin Jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian ketidak trasparanan
ketidak singkronan dan ketidak tepatan waktu dalam pembuatan izin

a Scan Berkas Permohonan
b Dokumentasi lzin yang telah diterbitkan

PELAKSANA MUTU BAKU
|NoJ KEGIATAN PEMOHON Bidang Perizinan Kabid Perizinan Kepala
Frontoffice Lieiiin Backoffice Ciom Dines Perlengkapan | Wakiu Output Ket.
1 |Memasukan Permohonan ‘ l,
Permohonan
Memeriksa Kelengkapan berkas / Permohonan N Pisiucaiosirs 8
¢ honan lzin Persyaratan zin
permonona Tidak Lengkap teiah diperiksa
Permohonan Data Berkas
. T
3 |[Mendata dan Koordinir pembuatan izin s Persyaratan izin 0 Menit Sk
T




Data Berkas

Memproses Pembuatan Izin 2H SK
KAk an lzin
Memparaf SK Izin SK kzin yang
SIC letn & er telah di Paraf
Menandatangan SK izin » SK Izin yang 5 Menit ug:(hli!llng::ga
telah di Paraf
Tangani
Melakukan Pengarsipan dan Penyerahan t:‘;:‘lz;ng anga 10 Menit ts:ntﬂr;. ng.
lzin i Tan e an
Tangani Tangani
Menyerahkan lzin diserahkan Tanda Terima 5 Menit Izin Pendinan
Berkas PAUD

Kepamohon

Pj. BUPATI BARITO KUALA,




Lampiran XXII :

Keputusan Bupati Barito Kuala

Nomor 188 45/ 145 /KUM /2023

Tanggal 7 Maret 2023

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BARITO KUALA

Nomor SOP

| Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
Disahkan Oleh BUPATI BARITO KUALA
Nama SOP IZIN PENDIRIAN SD SWASTA

Dasar Hukum

3

4

Pendidikan

1 Peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
2 Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pendirian dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
Paraturan Bupati Barito Kuala Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang di
Bidang Perizinan dan Non Perizinan Umum Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala

a Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas
b Memahami dengan baik ketentuan yang beriaku dalam pelaksanaan kegiatan
¢ Memahami dengan baik peraturan sesuai substansi kegiatan
d Mempunyai komitmen untuk menyelesaikan seliap tahapan kegiatan tepat sasaran dan lepat wakiu

Keterkaitan

a
b

Dinas Pendidikan

o m

Alat Tulis kantor
Seperangkat Komputer

Peringatan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pembuatan
Izin Jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian ketidak trasparanan
ketidak singkronan dan ketidak tepatan waktu dalam pembuatan izin

o w

Scan Berkas Permohonan
Dokumentasi Izin yang telah diterbitkan

PELAKSANA MUTU BAKU
PEMOHON Kabid Perizinan Kepala
Mo BENSEER Frontoffice B'“rg;:;ﬂmn Backoffice Uit D::;s Perlengkapan | Waktu Output
1 |Memasukan Permohonan ( J
Permohonan.
Memeriksa Kelengkapan berkas / pPorrnnhor;mm 5 Menit | Persyaratan zin
2 |permohonan lzin Tidak Lengkap \ ” telah diperksa
Permohonan

Persyaratan zin | 10 Menit Oaln Berkae

3 |Mendata dan Koordinir pembuatan izin Lengiap telah diperiksa Masuk




Lampiran XXIII : Keputusan Bunati Raritn Knala

Data Berkas

Memproses Pembuatan [zin 2 Hari SK 1zin
Masuk
Memparaf SK Izin + ' S izin yang
P SK Izin 5 Menit telah di Paraf
SK Izin yang
Menandatangan SK izin " ts:( :f;n ;angr 5 Menit | telah di Tanda
LR Tangani
SK Izin yang SK Izin yang
:\Jlelakukan Pengarsipan dan Penyerahan tslah di Tanda | 10 Menit| telah di Tanda
zin Tangan Tangani
SK lzin
Menyerahkan lzin diserahkan ( } TR TN | e Operasional
Kepemohon Berkas PAUD

4
i

Pj. BUPATI BARITO KUA




Lampiran XXIII | Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/ 145 /KUM /2023
Tanggal 7 Maret 2023

Nomor SOP

| Tanggal Pembuatan

m:l Revisi

Tanggal Efektif

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Disahkan Oleh BUPAT!| BARITO KUALA
KABUPATEN BARITO KUALA Nama SOP IZIN PENDIRIAN SLTP SWASTA

Dasar Hukum

1 Peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasicnal Pendidikan

2 Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan

3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pendinan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

4 Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang di

Bidang Perizinan dan Non Perizinan Umum Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala

a Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas

!b Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan

¢ Memahami dengan baik peraturan sesual substansi kegiatan

d Mempunyai komitmen untuk menyelesaikan setap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu

Keterkaitan

a Dinas Pendidikan a Alat Tulis kantor

b b Seperangkat Komputer
Peringatan '

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pembuatan
izin Jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian ketidak trasparanan
ketidak singkronan dan ketidak tepatan waktu dalam pembuatan izin

a Scan Berkas Permchonan
b Dokumentasi lzin yang telah diterbitkan

PELAKSANA MUTU BAKU
[No, KEGIATAN PEMOHON Bidang Perizinan Kabid Penzinan Kepala
Frontoffice Hom Backoffice el Eikins Perlengkapan | Waktu QOutput Ket
1 |Memasukan Permohonan ‘ )
JBJ

Memeriksa Kelengkapan berkas / Permohonan, | ¢ (1 Ppmw:n,'
2 | permohonan lzin Persyaratan izin ersyaratan izin

o Tidak Lengkap vk

Permohonan
3 |Mendata dan Koordinir permbuatan izin Persyaratan izin | 10 Menit Data Berkas
Lengkap ' felah diperiksa Masuk




Memproses Pembuatan lzin Osta Berkas 2 Hari SK lzin
Masuk
Memparaf SK Izin SK Izin yang
pa SK Izin 5 Menit telah di Paraf
SK Izin yang
Menandatangan SK izin SIK ':z;' ;a"rg 5 Mentt | telah di Tanda
telah di Pa T i
SK Izin yang SK Izin yang
:VZ!:‘Iakukan Pengarsipan dan Penyerahan ot o Y [ SOOI, (B
Tangani Tangan
Menyerahkan Izin diserahkan > Tanda Terima 5Mentt | 2 Pendirian
Kepemohon (o Berkas SD Swasta

_Pj. BUPATL BARITO KUALA,

MUJIYAT




Lampiran XXI . Keputusan Bupati Banto Kuala
Nomor 18845/ 145 /KUM/2023
Tanggal 7 Maret 2023

Nomor SOP
| Tanggal Pembuatan
Tanggal Revsi
Tanggal Efektif
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Disahkan Oleh BUPATI BARITO KUALA
KABUPATEN BARITO KUALA Nama SOP IZIN OPERASIONAL PAUD ( PENDIDIKAN ANAK USIA DIMI )
Dasar Hukum
1 Peraturan pemenntah nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan a Memahami dengan baik kegiatan yang harus diakukan dalam menunjang tugas
2 Peraturan Menten Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian |b Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan

Satuan Pendidikan Anak Usia Dini © Memahami dengan baik peraturan sesual substansi kegiatan

3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan d Mempunyal komitmen untuk menyelesaikan setiap ahapan kegiatan lepat sasaran dan iepat wakiu
Layanan Pendidikan Anak Usia Dini di tetapkan untuk menjamin anak usia dini mendapatkan

akses terhadap layanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas

4 Peraturan Bupati Banto Kuala Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang di
Bidang Perizinan dan Non Perizinan Umum Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banto Kuala

Keterkaitan :
a Dinas Pendidikan a Alat Tulis kantor
Ib [b_Seperangkat Komputer
Peringatan___
SOP ini merupakan prosedur baku yang wayib dilaksanakan dalam pembuatan a Scan Berkas Permohonan
Izm Jika tdak diaksanakan akan mengakibatikan ketidak pastan kebdak trasparanan b Dokumentas: lzin yang teiah diterbitkan
ketidak singkronan dan kebdak tepatan waktu dalam pembuatan zin
PELAKSANA MUTU BAKU
|[No. KEGIATAN PEMOHON Bdang Perzinan| " Kabid Perzinan Kepaia
F Urmum Umum Dinas Patenghupen | Woa Output Wt
1 |Memasukan Permohonan ‘
I“J
Permohonan
2 Memernksa Keiengkapan berkas Permohonan 5 Mentt -
permohonan izn Tidak Lengkap \ - = dpecksa
Permonhonan
_| Data Berxas
zin Persyaratan @n | 0 Ment
3 |Mendata dan Koordinir pembuatan Langimy [ — Mas =
1




Data Berkas
] SK lzin
Meamproses Pembuatan Izin Mt 2 Ha
SK 1zin yan

Memparaf SK Izin SK lzin SMenit | \oiah di l!-rgf

SK lzin yang SN o yorg
Menandatangan SK zin 5 Menit | telah di Tanda

telah di Paraf Tangani

SK 1zin yang SK Izin yang
Melakukan Pengarsipan dan Penyerahan telah di Tanda | 10 Menit| telah di Tanda
Izin Tangani Tangani
Menyerahkan lzin diserahkan L Tanda Terima 5 Menit e Kireus
Kepemohaon Berkas




Lampiran XV . Keputusan Bupati Barito Kuala

Nomor 188 45/ 145 /KUM/2023
Tanggal 7 Maret 2023

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO KUALA

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh EBUPAT| BARITO KUALA

Nama SOP IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN UANG/BARANG

Dasar Hukum

1 Keputusan Menter Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/ 1998 tentang Pelaksanaan

a Memahami dengan balk kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas
Pengumpulan Sumbangan Oleh Masyarakat b Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan
2 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 124 Tahun 2016 tentang lzin Pengumpulan  |[c Memahami dengan baik peraturan sesuai substans| kegiatan
Sumbangan Uang/Barang d Mempunyal komitmen untuk menyeiesaikan satiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat wakfu
3 Peraturan Bupat Barito Kuala Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang di
Bidang Perizinan dan Non Perizinan Umum Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala
Keterkaitan :
a Dinas Sosial a Alat Tulis kantor
b b Seperangkat Komputer
Peringatan
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pembuatan a Scan Berkas Permahonan
|1zin Jika thdak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian ketidak trasparanan b Dokumentasi Izin yang telah diterbikan

ketidak singkronan dan ketidak tepatan waktu dalam pembuatan zin

PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN PEMOHON Bidang Perizinan Kabid Perizinan Kepala pe— Waktu Outout Kat
Frontoffice Umum Backoffice Umum Dinas o
1 |Memasukan Permchonan ‘ J
r 3
Permohonan
Parmohonan 4
Memeriksa Kelengkapan berkas / zin | 5 Mentt | Persyaratan zin
2 i : Pryanian telah diperiksa
permohonan izin Tidak Lengkap
cebisbeadas Data Berkas
Persyaratan zin | 10 Menit Manuk
3 |Mendata dan Koordinir pembuatan 1zin Lengkap telah dipenksa
1




Memproses Pembuatan Izin

Data Berkas

SK izin
Masub 2 Hari
SK lzin yang
Memparaf SK Izin SK Izin 5 Menit ioioh i Paraf
SK lzin yang
Menandatangan SK izin 8K rl‘zm ;’ ng' 5 Menit | telah di Tanda
lelah di Para Te ;
SK lzin SK Izin yang
Melakukan Pengarsipan dan Penyerahan telah di Ty::ga 10 Menit| teiah di Tanda
IzZin Tangam Tangani
lzin
Menyerahkan lzin diserahkan Tanda Tenma 5 M Pengumpulan
Kepemohon i Berkas Sumbangan

Uang / Barang




Lampiran XVI - Keputusan Bupat: Barito Kuala
Nomor 18845/ 145 /KUM/2023

Tanggal 7 Maret 2023

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
_ Tanggal Efektif
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Disahkan Oleh BUPATI BARITO KUALA
KABUPATEN BARITO KUALA Nama SOP IZIN MENGUMPULKAN DANA/SUMBANGAN
Dasar Hukum
1 Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/ 19986 tentang Pelaksanaan a Memahami dengan baik kegratan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas
Pengumpulan Sumbangan Oleh Masyarakat b Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan
2 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 124 Tahun 2016 tentang lzin Pengumpulan (¢ Memahami dengan baik peraturan sesua: substansi kegiatan
Sumbangan Uang/Barang d Mempunyai komitmen untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu

3 Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang di
Bidang Perizinan dan Non Perizinan Umum Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Baritc Kuala
Keterkaitan
a Dinas Sosial a Alat Tulis kantor
b b _Seperangkat Komputer
Peringatan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pembuatan
Izin Jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian ketidak trasparanan
ketidak singkronan dan ketidak tepatan waktu dalam pembuatan izin

Scan Berkas Permohonan
Dokumentas Izin yang telah diterbitkan

PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN PEMOHON Bidang Perizinan Kabid Perizinan Kepala
Frontoffice y Backoffice Uvisiom s Perlengkapan | Wakifu Output Ket
1 |Memasukan Permohonan ' }
‘4
Permachonan.
, |Memeriksa Kelengkapan berkas PP'"”“‘):TM 5Menit | Persyaratan izin
permohonan lzin Tidak Lengkap \ bk A teleh diperiksa
Permohonan
: Data Berkas
3 |Mendata dan Koordinir pembuatan izin (anion ‘::m':lhn @in | 10 Menit M de
|




Data Berkas

Memproses Pembuatan lzin =

sk 2 Han SK Izin

SK Izin yang

Memparaf SK lzin SK lzin 5 Menit telah di Paraf

N SK I SK lzin yang

Menandatangan SK izin N ol hz:‘ ;ar:gf 5 Menit | telah di Tanda
B Tangani

3 SK lzin yang SK lzin yang

:‘"Z"k"“a“ Fangarsipan dan Eanyerahan telah di Tanda | 10 Menit| telah di Tanda
o Tangan Tangan

lzin

Menyerahkan Izin diserahkan Tanda Tenma 5 Menit Pengumpulan

Kepemohon Berkas Dana/

Sumbangan

7




Lampiran XVIII : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/ 145 /KUM/2023
Tanggal 7 Maret 2023

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Disahkan Oleh BUPATI BARITO KUALA
KABUPATEN BARITO KUALA Nama SOP I1ZIN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA)
Dasar Hukum -
1 Keputusan Menten Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/1996 tentang Pelaksanaan a Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas
Pengumpulan Sumbangan Oleh Masyarakat b Memahami dengan baik katentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan
2 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 124 Tahun 2016 tentang Izin Pengumpulan  |c. Memahami dengan baik peraturan sesuai substansi kegiatan
Sumbangan Uang/Barang d Mempunyai komitmen untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu
3 Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang di
Bidang Perizinan dan Non Penzinan Umum Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala
Ketarkaltan .
a Dinas Sosial a Alat Tulis kantor
b b Seperangkat Komputer
Peringatan -
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pembuatan a Scan Berkas Permohanan
1zin Jika hidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian ketidak trasparanan b Dokumentasi lzin yang telah diterbitkan
ketidak singkronan dan ketidak tepatan waktu dalam pembuatan izin

PELAKSANA MUTU BAKU
HON
Jro; BRI po Frontoffice B:dang::;mmn Backoffice Kab%ri:r:nan Kg; :I: Perlengkapan | Walkiu Output Ket

1 |Memasukan Permohonan ' J

Memeriksa Kelengkapan berkas Permohonan, | ¢\ Pmpwmr-n
2 Persyaratan zin .

permohonan 1zin Tidak Lengkap \ teiah diperiksa

Permohonan,
! ) Daia Berkas
P 10 Menit
3 |Mendala dan Koordinir pembuatan izin (ontion m in P
1




Memproses Pembuatan I1zin Dala Berkas 2 Hari SK lzin
Masuk
Memparaf SK izin SKizin | 5Menit | SKX!Znyang
telah di Paraf
SK lzin yang
Menandatangan SK izin 1SIK :lz;: ;ar:agf 5 Menit | telah di Tanda
- ' Tangani
SK lzin yang SK 1zin yang
Melakukan Pengarsipan dan Penyerahan telah di Tanda | 10 Menit| telah di Tanda
Izin Tangani Tangani
Izin Lembaga
Menyerahkan Izin diserahkan 4 Tanda Terima | ¢ o4 | Kesejanteraan
Kepemohon = Rarkm Sosial Anak




Lampiran XVII : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188B.45/ 145 /KUM/2023

Tanggal 7 Maret 2023

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Ravisi
i Tanggal Efektif
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Disahkan Oleh BUPATI BARITO KUALA
KABUPATEN BARITO KUALA Nama SOP IZIN UNDIAN BERHADIAH (BARANG DAN UANG)

Dasar Hukum
1 Keputusan Menter Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/1996 tentang Pelaksanaan a Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas

Pengumpulan Sumbangan Oleh Masyarakat b Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan
2 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 124 Tahun 2016 tentang Izin Pengumpulan |c Memahami dengan baik peraturan sesuai substansi kegiatan

Sumbangan Uang/Barang d Mempunyal komiimen untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu
3 Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang di

Bidang Perizinan dan Non Penzinan Umum Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala
Keterkaitan : :
a Dinas Sosial a Alat Tulis kantor
b b Seperangkat Komputer
Peringatan :
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pembuatan a Scan Berkas Permohonan
Izin Jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian ketidak trasparanan b Dokumentasi lzin yang telah diterbitkan

kebdak singkronan dan ketidak tepatan waktu dalam pembuatan izin

PELAKSANA MUTU BAKU
[Nod KEGIATAN PEMOHON Bidang Perizinan Kabid Perizinan Kepala
Frontoffice Chisikiiis Backoffice Wi Dinas Perlengkapan | Wakiu Qutput Ket
1 |Memasukan Permohonan ' ;
3
Permohonan,
Memeriksa Kelengkapan berkas / P:OH“O*‘W:' | 5 Menit | Persyeratan zin
4 permohonan Izin Tidak Lengkap \ y n telah diperiksa
Permochonan,
rd buatan izin Persyaratan in | 10 Menit D.:f:r:”
3 |Mendata dan Koordinir pem Lengkap telah diperiksa "
T




Memproses Pembuatan Izin Data Berkas 2 Han SK lzin
Masuk
SK lzin yang
Memparaf SK Izin B I SMentt | taiah di Paraf
SK Izin yang
Menandatangan SK izin :&K ;Z;" ;angf 5 Menit | telah di Tanda
R Tangani
SK Izin yang SK Izin yang
:'Aelnkukan PiTgapRs de Perysiminn telah di Tanda | 10 Menit| telah di Tanda
e Tangani Tangani
Izin Undian
Menyerahkan |zin diserahkan " Tanda Terima | o, . Berhadian
Kepemohon Berkas (Uang dan
Barang)

BUPATI BARITO KUALA,




Lampiran XIX = Keputusan Bupati Barito Kuala

Nomor 188.45/ 145 /KUM/2023
Tanggal 7 Maret 2023

Nomor SOP

| Tanggal Pembuatan

.TaJEal Revisl

Tanggal Efektif

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Disahkan Oleh BUPAT| BARITO KUALA
KABUPATEN BARITO KUALA Nama SOP IZIN PENDAFTARAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA

Dasar Hukum

1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013
tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non formal

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2014
tentang Standar Sarana dan Prasarana Lemabaga Kursus dan Pelatihan

Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang di
Bidang Perizinan dan Non Perizinan Umum Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala

2

3

a Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas

b Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan

¢ Memaham dengan baik peraturan sesual substansi kegiatan

d Mempunyal komitmen untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu

Keterkaitan

a Dinas Nakertrans
b

a Alat Tulis kantor
b Seperangkat Komputer

Peringatan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pembuatan
Izin Jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian kelidak irasparanan
ketidak singkronan dan ketidak tepatan waktu dalam pembuatan izin

a Scan Berkas Permohonan
b Dokumentasi Izin yang telah diterbitkan

PELAKSANA MUTU BAKU
NoJ KEGIATAN PEMOHON Bidang Perizinan Kabid Perizinan Kepala
Frontoffice S Backoffice S e Perlengkapan | Waktu Output Ket.
1 |Memasukan Permohonan ' }
-
Pmﬂmﬂ

2 Memeriksa Kelengkapan berkas / PP*"'"Othﬂ‘ 5 Menit | Persyaratan izin

permchonan lzin Tidak Lengkap \ WIpATRY telah diperiksa

Fermohonan
2l ? Data Berkas
i buatan izin Persyaratan izin | 10 Menit
3 [Mendata dan Koordinir pem Lengkap telah diperiksa Masuk
) |




Memproses Pembuatan Izin

Permohonan,

Persyaratan 1zin Bi.Jda
Memparaf SK Izin SK Izin yang
Sician telah di Paraf
" SK lzin yang
Menandatangan SK izin o SK lzin telah di Tanda
Tangam
SK 1zin yang SK Izin yang
Melakukan P dan Pe
izin AT PSRRI Qo Forste telah di Tanda telah di Tanda
Tangani Tangani
Menyerahkan lzin diserahkan Tanda Tenma Izin Pendirian
Kepemohon Berkas TK Swasta

BARITO KUALA,




Lampiran XX : Keputusan Bupati Barito Kuala

Nomor 188.45/ 145 /KUM/2023
Tanggal 7 Maret 2023

Nomor SOP

Mal Pembuatan

_T_mll Revisi

Tanggal Efektif

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Disahkan Oleh BUPATI BARITO KUALA
KABUPATEN BARITO KUALA Nama SOP IZIN KURSUS

Dasar Hukum

1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013
tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non formal

2 Peraturan Menten Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2014
tentang Standar Sarana dan Prasarana Lemabaga Kursus dan Pelatihan

a Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang di
Bidang Perizinan dan Non Perizinan Umum Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Salu Pintu Kabupaten Barito Kuala

Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas

Memaham dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan

Memahami dengan baik peraturan sesuai substansi kegiatan

Mempunyai komitmen untuk menyeilesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu

oo om|-

Keterkaitan

a Dinas Pendidikan Alat Tulis kantor

b Dinas Nakertrans b Seperangkat Komputer

Peringatan : :

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pembuatan a Scan Berkas Permohonan

1zin Jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian ketidak trasparanan b Dokumentasi |zin yang telah diterbitkan

ketidak singkronan dan ketidak tepatan waktu dalam pembuatan izin

PELAKSANA MUTU BAKU
|Ne. KEGIATAN PEMOHON Bidang Perizinan Kabid Perizinan Kepala
Frontoffice sy Backoffice W Bhiag Perlengkapan | Wakiu Qutput
1 |Memasukan Permohonan ‘ ,I‘
3
Memeriksa Kelengkapan berkas / Pormohonsn, | o peoni Pz:mrlt-n izin
2 honan Izin . Persyaratan izin
permohona Tidak Lengkap telah diperiksa
Permohonan
! .| Data Berkas
buatan izin Persyaratan izin | 10 Menit
3 |Mendata dan Koordinir pembuatan s telah diperiksa Masuk
1




Memproses Pembuatan lzin Curln arican 2 Han SK izin
Masuk
ISP e SK lzin 5 Menit SK kzin yong
telah di Paraf
SK lzin yang
Menandatangan SK izin » kSK Iz:’n ;::g' 5 Mentt | telah di Tanda
elah di a Tangani
Melakukan P P SK lzin yang SK Izin yang
lzin ’ RN teiah di Tanda | 10 Menit| telah di Tanda
Tangani Tangani
Menyerahkan lzin diserahkan Tanda Terima 5 Menit ko LZ';::“:“"
Kepemohon Berkas i l;'(ar]a

Pj. BUPAT] BARITO KUALA,




Lampiran XXXVI : Keputusan Bupati Barito Kuala

Nomor 188.45/ 145 /KUM/2023
Tanggal 7 Maret 2023

Nomor SOP

| Tanggal Pembuatan

Tamal Revisi

Tanggal Efektif

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Disahkan Oleh BUPATI BARITO KUALA
KABUPATEN BARITO KUALA Nama SOP IZIN PRAKTEK PERAWAT

Dasar Hukum

1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

2 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

3 Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar kegiatan Usaha dan Produk pada
Penyelengaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan

a Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas

b Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan

¢ Memahami dengan baik peraturan sesuai substans: kegiatan

d_Mempunyai komitmen untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat wakfu

Keterkaitan

a Dinas Kesehatan
b

a Alat Tulis kantor
b Seperangkat Komputer

Peringatan

SOP ini merupakan prosedur baku yang waijib dilaksanakan dalam pembuatan
1zin Jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian ketidak trasparanan
ketidak singkronan dan ketidak tepatan waktu dalam pembuatan izin

a Scan Berkas Permohonan
b Dokumentasi Izin yang telah diterbitkan

PELAKSANA MUTU BAKU
No KEGIATAN PEMOHON Bidang Perizinan Kabid Perizinan Kepala
Frontoffice Umum DPMPTSP Backoffice P Dinas Periengkapan | Waktu Qutput Ket
1 |Memasukan Permohonan '
r
2 Memeriksa Kelengkapan berkas Permohonan, 5 Menit FI """"""'m':
permohonan Izin Tidak Lengkap | S\ Persysssian ltin telah diperiksa
Permohonan,
3 [Mendata dan Koordinir pembuatan izin Litiglian w zin | 10 Menit D':mm
diperiksa
Data Berka
4 (Memproses Pembuatan |zin Ar Masuk S | 2Han SK lzin
1




Paraf SK Izin
SK lzin 5 Menit li::,iz:: z,:’:gr
Penandatangan SK izin SK Izin yang SK lzin yang
\elah di Paraf 5 Menit | telah di Tanda
N Tangani
relakukan Pengarsipan dan Penyerahan RSIKhIzc;n'gar:ga NS Sl:hlz‘:;"_l!ﬂnga
Zin elah di Ta enit| te i Tan
Tangani Tangani
|zin diserahkan Kepemohon ‘ }: Tang; Terima e Izin Praktek
rkas

Nutrisionis




Lampiran XXXII : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 18845/ 145 /KUM /2023
Tanggal 7 Maret 2023

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tlnggll Revisi

Tanggal Efektif

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Disahkan Oleh BUPATI BARITO KUALA

KABUPATEN BARITO KUALA Nama SOP IZIN PRAKTEK BIDAN

Dasar Hukum

1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan a Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas
2 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan b Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku daiam pelaksanaan kegiatan
3 Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang di ¢ Memahami dengan baik peraturan sesuai substansi kegiatan

Bidang Perizinan dan Non Perizinan Umum Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan d Mempunyal komitmen untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat wakiu
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala

Keterkaltan

a Dinas Kesehatan a Alat Tulis kantor

b b_Seperangkat Komputer

Peringatan -

SOP in merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pembuatan a Scan Berkas Permohonan

lzin Jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketdak pastan ketdak trasparanan b Dokumentasi Izin yang telah diterbitkan

ketidak singkronan dan ketidak lepatan waktu dalam pembuatan zin

PELAKSANA MUTU BAKU
INo/ KEGIATAN PEMOHON Bidang Perzinan Kabid Perizinan Kepala
Frontoffice Cliomant Backoffice Lhndifis Dinsié Periengkapan | Waktu Output Ket
1 |Memasukan Permchonan ( |
»
Memeriksa Kelengkapan berkas ormohonan. | ¢ penit | Parsyaratan izn
2 iz Persyaratan @in
permehonan Izin Tidak Lengkap \ teiah dperksa
Permohonan
Data Berkas
3 |Mendata dan Koordinir pembuatan @in PO 7 P':;wam @n | 10 Menit S
Data Berkas
4 |Memproses Pembuatan Izin r Masuk 2 Han SK ion
1




SK Izin

5 Menit

SK lzin yang

Memparaf SK Izin > telah di Paraf
SK Izin yang
Menandatangan SK izin . ik ’z;n ;:ng' SMenit | telah di Tanda
telah di Paral Tangani
SK lzin yang SK lzin yang
Tﬂelakukan Pengarsipan dan Penyerahan telah di Tanda | 10 Menit| telah di Tanda
Zin Tangani Tangani
1zin Praktek
Menyerahkan Izin diserahkan Tanda Tenma | g ot | Tenaga Teknis
Kepemohon Berkas Kefarmasan

Py. BUPAT] BARITO KUALA,




DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO KUALA

Lampiran XL : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 18845/ 145 /KUM /2023
Tanggal 7 Maret 2023
Nomor SOP

| Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh BUPATI BARITO KUALA

Nama SOP IZIN PRAKTEK TERAFIS GIGI DAN MULUT

Dasar Hukum

1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

2 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

3 Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang di
Bidang Perizinan dan Non Perizinan Umum Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala

a Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas

b Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan

¢ Memahami dengan batk peraturan sesuai substansi kegiatan

d Mempunyai komitmen untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat wakiu

Keterkaitan

a Dinas Kesehatan a Alat Tulis kantor

b b Seperangkal Komputer
Peri tan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pembuatan
Izin Jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastan ketidak trasparanan

a Scan Berkas Permohonan

b Dokumentasi [zin yang telah diterbitkan

ketidak singkronan dan ketidak tepatan waktu dalam pembuatan zin |
PELAKSANA MUTU BAKU
[No. KEGIATAN PEMOHON Bidang F".rmnamr Kabid Perizinan Kepala
Frontoffice et Backoffice fieream Dinas Periengkapan | Waktu Output Ket
1 |Memasukan Permohonan ‘ J
, |Memeriksa Keiengkapan berkas / Parmononan. | P-rmmn:m
Permononan |
3 |Mendata dan Koordinir pembuatan zin i Parsyaratan @in | 10 Ment| ot Berkas
telah dipenksa Masui
4 |Memproses Pembuatan Izin DutaBertas | , SK tzn
|




Memparaf SK Izin

SK Izin yang

SK Izin 5 Menit ielah di Parsf

SK Izin yang

Menandatangan SK izin IS:( ;‘z;n ;angf 5 Menit | telah di Tanda
elah di Para Tangani

Melakukan Pengarsipan dan Penyerahan :l:hlzc:?.g : :3: 10 Menit tifh'zr;:“:: :g.
1zin Tangani Tangani
SK lzin ya

Menyerahkan Izin diserahkan < Tanda Tenma | o yionit | telah ai Tyannga

Kepemohon Berkas

Tangani

i




Lampiran XXXV ' Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188 45/ 145 /KUM/2023
Tanggal 7 Maret 2023

[Nomor SOP
w Pembuatar
Tanggal Revisi
Tanggel Efeldt
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Disahkan Oleh BUPATI BARITO KUALA
KABUPATEN BARITO KUALA Nama SOP IZIN PRAKTEX NUTRISIONIS
Ligufl-mnm
! Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Kesehatan a Memaham dengan baik kegatan yang harus dilakukan daiam menunang tugas
2  Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan /b Memahami gengan bak ketentuan yang beraku daam peiaksanaan kegiatan
3 Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang ol © Memahami dengan baik peraturan sesua: substansi kegiatan
Bidang Perzinan dan Non Perizinan Umum Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan d Mempunyal komitmen untuk menyelesaikan sebap mhapan kegiatan tepat sasaran dan tepat wakiu
ﬁh-._&nﬂ__vadu Satu Pinlu Kabupaten Barito Kuala
i

b Seperangkat Komputer

l: Dinas Kesshatan a Alat Tubs kantor
b

mpnw“mmmmaumun dalam pambuatan a Scan Berkas Permohonan
lzin Jika tdak diaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian ketidak trasparanan b Dokumentas: lzin yang teiah diterbitkan
kehdak singkronan dan ketidak lspatan wakiu dalam pembuatan 2in
PELAKSANA MUTU BAKU
KEGIATAN PEMOMON Bidang Perainen Kobld Porisinen | itagein
rlo‘ Frontoffice Backoffice Perdengkapan | Waktu Output Ket
1 |Memasukan Permohonan ‘ J
Permaohonan,
Memenksa Kelengkapan berkas Pammohonan
2 5 Menit | Persyaratan @n
permohonan kzin Tidak Lengkap | N\ PRS- tean dpenksa
Permohonan
3 |Mendats dan Koordinir pembuatan zin Persyaratan @n | 10 Meng| uia Berkas
Lengkap eian Hpenksa Masuk
Data Berkas
4 |Memproses Pembuatan lzin - Sl 2 Han SK inn
1 |




SK izn yang
Memparaf SK 1zin SK Izin 5 Menit & Parat
SK Izin yang
Menandatangan SK izin SK I2in 5 Menit | teiah di Tanda
Tangam
SK Izin yang SK [zin yang
Melakukan Pengarsipan dan Penyerahan telah di Tanda | 10 Menit | teiah di Tanda
1zin Tangani Tangar
1zin Praktek Ahl
Tanda Terima Teknolog
Menyerahkan Izin diserahkan ( } puebet 5 Menit -
Kepemohon Medik

Pj. BUPATI BARITO KUALA,




Lampiran XXVIII

Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188 45/ 145 /KUM/2023

Tanggal 7 Maret 2023

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO KUALA

Nomor SOP

Tanggal Pembualan

Tanggal Revis|

Tanggal Efektf

Disahkan Qleh

BUPATI BARITO KUALA

Nama SOP

IZIN PRAKTEK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK

Dasar Hukum

1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

2 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

3 Peraturan Bupati Banto Kuala Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang di
Bidang Perzinan dan Non Perizinan Umum Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala

a Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang fugas
b Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan

¢ Memahami dengan baik peraturan sesual substansi kegiatan
d Mempunyal komitmen untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu

Keterkaitan

a Dinas Kesehatan a Alat Tulis kantor

b b_Seperangkat Komputer
Peringatan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pembuatan
1zin Jika hidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian ketidak trasparanan
ketidak singkronan dan ketidak tepatan waktu dalam pembuatan zin

a Scan Berkas Permohonan
b Dokumentasi lzin yang telah diterbitkan

PELAKSANA MUTU BAKU
|No. KEGIATAN PEMOHON Bidang Perizinan Kabid Perizinan Kepala
Frontoffice b Backoffice Lk Dinss Perlengkapan | Wakiu Qutput
1 |Memasukan Permohonan ‘ ]
=1
, |Memeriksa Kelengkapan berkas / Permohoran | ¢\ mmm
permohonan lzin Tidak Lengkap oty W Sy
Permohonan 10 Menit Data Berkas
3 |Mendata dan Koordinir pembuatan izin Gehiiag Persyaratan zn Masuk
Permohonan
4 |Memproses Pembuatan |zin Persyaratan in 2 Han SK lon
1




SK lzin yang

Memparaf SK 1zin - i
lzin | SMent | eiah di Paraf
Menandatangan SK izin SK Izin yang
ur :::AI; ;:r:gf 5 Menit | telah di Tanda
Tangani
Melakukan Pengarsipan dan Penyerahan SK Izin yang SK Izin yang
lzin telah di Tanda | 10 Menit| telah ai Tanda
Tangani Tangani
Menyerahkan |zin diserahkan Tanda Terime SK Izin yang
Kepemohon ‘ }*‘ Se rk:s 5 Menit | telah di Tanda
Tangani




Lampiran XXX : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/ 145 /KUM/2023

Tanggal 7 Maret 2023

Pelayanan Terpadu Salu Pintu Kabupaten Barito Kuala

Nomor SOP
| Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efekhf
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Disahkan Oleh BUPATI BARITO KUALA
KABUPATEN BARITO KUALA Nama SOP IZIN PRAKTEK APOTEKER
|Dasar Hukum
1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 To_ntang Kesehatan a Memaham dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas
2 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan b Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan
3 Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang d ¢ Memahami dengan baik peraturan sesuai substansi kegiatan
Bidang Perizinan dan Non Perizinan Umum Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan d Mempunyai komitmen untuk menyelesaikan seliap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu

ketidak singkronan dan ketidak tepatan waktu dalam pembuatan izin

Koterkaitan

a Dinas Kesshatan a Alat Tulis kantor

b b_Seperangkat Komputer

Peringatan i

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pembuatan a Scan Berkas Permohonan

Izin Jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian ketidak trasparanan b Dokumentasi |zin yang telah diterbitkan

PELAKSANA MUTU BAKU
No| KEGIATAN PEMOHON Subkoodinator Kabid Penzinan Kepala
Frontoffice | . inan Umum| Backoffice e Bitas Perlengkapan | Waktu Cutput Ket.
1 |[Memasukan Permohonan ' J
L
2 Memeriksa Kelengkapan berkas Permohonan 5 Menit P'"“du“:h
permohonan lzin Tidak Lengkap \ Persyaratan izin : t.hh““.dip«m.h"
Permohonan,
3 |[Mendata dan Koordinir pembuatan izin Persyaratan izin | 10 Menit D-m
Lengkap telah diperiksa
Data Berkas
4 [Memproses Pembuatan lzin Musuk 2 Han SK lzin
1




Memparaf SK Izin SK Izin yang
SKizin [ SMentt [ oiah gi Paraf
Me SK lzin yang
nandatangan SK izin > SKlzinyang | g pgenit | telah di Tanda
telah di Paraf
Tangani
g R B oo N
Zin
Tangani Tangani
Menyerahkan |zin diserahkan " Tanda Terima 5 Menit Izin Praktek
Kepemohon Berkas Bidan

BARITO KUALA,




Lampiran XXXI : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/ 145 /KUM/2023
Tanggal 7 Maret 2023

KABUPATEN BARITO KUALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP

Tangal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
Disahkan Oleh BUPAT| BARITO KUALA
Nama SOP IZIN PRAKTEK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN

Dasar Hukum

1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peiayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala

2 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
3 Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang di
Bidang Perizinan dan Non Perizinan Umum Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan

a Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas

b Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan

¢ Memahami dengan baik peraturan sesual substansi kegiatan

d Mempunya: komitmen untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepal sasaran dan tepat waktu

Keterkaltan

a Dinas Kuah'aun
b

a Alat Tulis kantor
b Seperangkat Komputer

Peringatan

ketidak singkronan dan ketidak tepatan waktu dalam pembuatan izin

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pembuatan
Izin Jika hdak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian ketidak trasparanan

a Scan Berkas Permohonan
b Dokumentasi izin yang teiah diterbitkan

PELAKSANA MUTU BAKU
INo KEGIATAN PEMOHON Frontofics | Soboosnator | oo m‘?_. r:,u:nm,n Kﬁ . - .
1 [Memasukan Permochonan ‘ -—/
'y

, |Memeriksa Kelengkapan berkas L~ > pommotonan, | (| Pemononen.

permohonan Izin Tidak Lengkap | N\ Persyaratan @ e esorton
3 |Mendata dan Koordinir pembuatan zin W m :mn 10 Menit Dl::::n
4 |Memproses Pembuatan lzin Deta Berkas | 2 Han SK izin

1




Memparaf SK Izin

A 4

SK Izin

5 Menit

SK Izin yang

telah di Paraf

g SK lzin yang

Menandatangan SK izin > til": 'Lz;’: Ya19 | 5 Menit | teiah di Tanda
. " Tangani

Melakukan P dan P h SK lIzin yang SK lzin yang

12| A A SO R telah di Tanda | 10 Menit| telah di Tanda
.- Tangani Tangani

Menyerahkan lzin diserahkan Tanda Terima Izin Praktek
Q Berkas S Mentt Apateker

Kepemohon

Pj. BUPATL BARITO KUALA,




Lampiran XXXVIII : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/ 145 /KUM/2023
Tanggal 7 Maret 2023

Nomor SOP
| Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektf
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Disahkan Oleh BUPATI BARITO KUALA
KABUPATEN BARITO KUALA Nama SOP IZIN PRAKTEK RADIOGRAFER
Dasar Hukum : :
1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan a Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas
2 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan b Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan
3 Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang di ¢ Memahami dengan baik peraturan sesuai substansi kegiatan
Bidang Perizinan dan Non Perizinan Umum Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan d Mempunyai komitmen untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu
Pelayanan Terpadu Salu Pintu Kabupaten Barito Kuala
Keterkaltan s
a Dinas Kesehatan a Alat Tulis kantor
b b Seperangkal Komputer
Peringatan :
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pembuatan a Scan Berkas Permohonan
Izin Jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian ketidak trasparanan b Dokumentasi |zin yang telah diterbitkan
ketidak singkronan dan ketidak tepatan waktu dalam pembuatan 1zin
PELAKSANA MUTU BAKU
[No, KEGIATAN PEMOHON Subkoodinator Kabid Penzinan Kepala
Frontoffice Perizinan Umum|  Backoffice \iiam Dinas Perlengkapan | Waktu Output Ket
1 [Memasukan Permohonan ‘
.IFJ
5 |Memeriksa Kelengkapan berkas Permononan, | .\ P.Pormohonmn .
permohanan 1zin Tidak Lengkap \ Persyaratan izin w‘“"mﬂ'_
Permohonan,
3 |Mendata dan Koordinir pembuatan izin Persyaratan izin | 10 Menit Data Berkas
Lengkap telah diperiksa Masuk
. L Data Be
4 |Memproses Pembuatan Izin Mas; ur:“ 2 Hari 8K Izin
|




Kepemohon

SK lzin yan
Memparaf SK Izin SK Izin SMent | ielah di F{:rag!
SK Izin yang
Menandatangan SK izin sl yangf S | yiienen
telah di Para Tangani
::‘elnkuknn Pengarsipan dan Penyerahan e Izm_ly o 10 Menit teSI:hlzc;?Tya:ga
. telah di Tanda en a
Tangani Tangani
Menyerahkan lzin diserahkan Twede T ovwvia 5 Menit Telz?i:g dan
Berkas g
Muiut

Pj. BUPATI BARITO KUALA,




Lampiran XXXIX : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/ 145 /KUM/2023

Tanggal 7 Maret 2023

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO KUALA

Nomor SOP

Tanggel Revs:

Tanggal Pembuatan

Tanggs

Efelctif

Disahkan Oleh

BUPATI BARITO KUALA

Nama SOP

IZIN RUMAH SAK|T

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Kesehatan

2. Permenkes Namor 43 tahun 2019 tentang puskesmas

3 Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar kegiatan Usaha dan Produk pada
Penyelengaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Seklor Kesahatan

4 Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang di
Bidang Perizinan dan Non Perizinan Umum Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala

a Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas

b Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan

¢. Memahami dengan baik peraturan sesuai substans kegiatan

d Mempunyal komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu

Peralatan/Periengkapan

a Alat Tuhs kantor
b Seperangkat Komputer

Pencatatan dan Pendataan

|SCP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pembuatan
|zin Jika tidak dilaksanakan akan mangakibatkan kefidak pastian ketidak trasparanan
ketidak singkronan dan ketidak tepatan wakiu dalam pesmbuatan zin

a Scan Berkas Permohonan
b Dokumentast lzin yang telah diterbitkan

PELAKSANA MUTU BAKU
Mo, KEGIATAN PEMOHON Bidang Perizinan Dinas Kabid Perizinan Kepala Perleng-
Frontoffice Umum Kesehatan Survey Backoffice Umum Dinas kapan Wakiu Output
1 |Memasukan Permohonan ' F
, |Memeriksa Kelengkapan berkas / Ppmm-;n 5 Ment | T8Nda Terima
permohonan Lzin Tidak Lengkap \ ersysratan Berkas
Permohonan, _
3 [Menjadwalkan Jadwal Survey P P:r;hwuun izin | 10 Menit| Jadwal Survey
Membuat Surat Permintaan Petugas —L Jadwal Survey | 15 Menit Telaksananya
4 Survey Lapangan Survey
Telaksananya |\, | Benta Acara
5 |Melaksanaan Survey Lapangan | Survey Lapangan




6 Mengevaluasi Hasil Survey Kelengkapan Berta Acara 8 Har hambtsn
Dokumen standar / Lapangan Tekmis SKPD
7 |Memproses SK zin m"f;; 2 Han SK lzin
Izin yang Telah
8 Memparaf SK |zin SK [zn 5 Menit di Paral
SK (zin yang
SK lzin yang
& |Menandatangani SK lzin Telah di Paraf 5 Menit Tail;: di Ditanda
SK zin yarg
izin Ruman
0 Melakukan Pengarsipan dan Penyerahan Telah di Ditanda| 5 Menit Sakit
1 Izin Tangani
)dﬁ Rumah
1 Menyerahkan |zin diserahkan < }ﬂ Sakit
1 ‘K.epemohcm




Lampiran XXXVII

Keputusan Bupat: Barito Kuala

Nomor 18845/ 145 /KUM/2023

Tanggal 7 Maret 2023

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BARITO KUALA

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

| Tanggal Ravisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

BUPATI BARITO KUALA

Nama SOP

I1ZIN PUSKESMAS

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
2 Permenkes Nomor 43 tahun 2019 tentang puskesmas

3 Permankes Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar kegiatan Usaha dan Produk pada
Penyslengaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektar Kesehatan
4 Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang di
Bidang Perizinan dan Non Perizinan Umum Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala

@ Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas
b Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan

¢ Memahami dengan baik peraturan sesual substansi kegiatan
d Mempunyai komitmen tinggl untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

a Dinas Kesshalan

a Alat Tulis kantor
b _Seperangkal Komputer

b
[Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

SOP inl merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pembuaian
Izin Jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian ketidak trasparanan

ketidak singkronan dan kehidak tepatan waktu dalam pembusatan zin

a Scan Berkas Permohonan
b Dokumentas: Izin yang telah diterbitkan

PELAKSANA

MUTU BAKU
No. KEGIATAN PEMOHON Bicang Parzinan Dinas Kabid Penzinan Kepala Perleng- Wik
Frontoffice Kasahalan Survey Backoffice e Ok - Output
1 |Memasukan Permohonan ‘ J
2 Memeriksa Kelengkapan berkas m 5 Manit Tanda Terima
permohonan Izin Tidak Lengkap \ yaratan Berkas
Permchoran,
M jwal Jadwal Persyaratan zin | 10 Menit| Jadwal Survey
. Sy Lengkap telah diperiksa
Ti
|Membuat Surat Permintaan Petugas Jadwal Survey | 15 Menit “:,::::m
4 Survey Lapangan
Telaksananya 1 Heri Berita Acara
n
5 |Meiaksanaan Survey Lﬂ"ﬂ‘“ Survey Lapangan
|




8 Mengevaiuasi Hasi| Survey Kelengkapan Borkts Acarn 2 Harl le(PD
Dokumen standar Lapangan Teknm S
7 |Memproses SK zin ?:::"wo' e8! | 5 i SK Izin
8 |Memparaf SK Izin SK Izin 5 M izw\dylﬂgp.;ﬂd'l
SK |zin yang
9 |Menandatangani SK Izin TS:.L‘: ’M"'° 5 Menit | Telan di Ditanda
Y Tangan
SK Izin yang
10'::**-'“" Pengarsipan dan Penyerahan Telah di Ditanda| 5 Menit | lzn Puskesmas
Tangani
1 |Menyerahkan lzin diserahkan i
Kepemohon




Tanggal 7 Maret 2023

KABUPATEN BARITO KUALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomaor SOP 503/027/SOP-IZINDPMPTSP-BTLR2023

Tanggal Pembuatan 07 Maret 2024

Tanggal Revisi

| Tanggal Efektif

Disahkan Oleh BUPATI BARITO KUALA

Nama SOP SURAT PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Dasar Hukum

|Kualifikasi Pelaksana

1 Undang-Undang Momor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan dan
Perlindungan Lingkungan Hidup
3 Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang di
Bidang Perizinan dan Non Perizinan Umum Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala

a Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang fugas

b Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegatan
c Memahami dengan baik peraturan sesual substansi kegiatan
d. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat wakiu

Keterkatan

Peralatan/P

ka

b

a Dinas thku.'uln Hidup

a Alat Tulis kantor
b Seperangkat Komputer

Peringatan :

SOP i merupakan prosedur baku yang wajib diaksanakan dalam pembuatan
lzin Jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian ketidak trasparanan
ketidak singkronan den ketidak tepatan walkiu dalam pembuatan izin

Pencatatan dan Pendataan

a Scan Berkas Permohonan
b Dokumentas: Izin yang telah diterbitkan

PELAKSANA MUTU BAKU
No PEMOHON N Dinas Kabid Perizinan Kepala Perieng-
Frontoffice &“3,:,," Lingkungan Survey Backoffice Ufnurn Dinas Ka Wakiu Output
Hidup
1 |Memasukan Permohonan ( 5
b
2 memeriksa Kelengkapan berkas / Permohonan 15 _ | Tanda Terima
|permohonan [zn Tidak Lengkap \ Parsyaratan on Berkas
|Metakukan Penelaahan terhadap Permohanan
1 Hasd Telaahan
A dokumen Lengkap Persyaratan @n et X
1
) Berkas
4 |Membuat Sural Pengantar Permohonan, | 15 Menit | Sural Pengantar
. Hasd Telahaan
|Mengajukan permohonan dokumen UKL- £
5 |UPL oleh Pemrakarsa kepada Kepala Berkas 1 Hari Behas
DLH
1




Memberi tanda bukti penenmaan UKL-
UPL oleh Kepala DLH (Melalui
6 |Sekretariat Komisi AMDAL Kabupaten) Berkas 1 Hari Berkas
kepada pemrakarsa yang telah
memenuhi format penyusunan UKL-UPL
Melakukan pemeriksaan dokumen UKL-
UPL yang dalam pelaksanaannya
berkoordinasi dengan Sekretariat Komisi
7 AMDAL Kabupaten Dalam menerbitkan Berkas 4 Hari Berkas
rekomendasi Apabila memerlukan
tambahan atau perbaikan pemrakarsa
wajib menyempurmakan atau
melengkapinya sesual hasil pemeriksaan
Menerbitkan rekomendasi UKL-UPL
s [0 telah disempurnakan oleh Berkas 1 Har Berkas
pemrakarsa, setelah diperiksa ulang oleh
Sekretaris Tim Komisi Amdal
I‘____l
mms‘;::x. 10 Menit| ekomendasi
9 |Menerima Hasil Rekomendasi Teknis e g Teinis
Rekomendasi SPPKP
10|Memproses SK izm Tekms SKPD i
SPPKPLH yang
5 Menit
11|Paraf SK lzin SPPKPLH telah o Paraf
atangani SK |zin S'M"“:;m""" 5 Menit | telah di Tanda
12|Menandatanga w: 4
SPPKPLH yang
13 :\:akukzn Pengarsipan dan Penyerahan SPPKPLH 5 Menit telah & Arsp
Tanda Tenma g
5 Menit SPPKPLH
14 |lzin diserahkan Kepemohon Berkas
Total Han 12 Harl

Pj. BUPATI BARITO KUALA,

F 4

MUJIYAT




Lampiran XXV1 - Surat Kepurusan Bupau

Nomor 1B8.45 / 145 /] KUM / 2023
Tanggal 7 Maret 2023

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

07 Maret 2024

SOO02E/'SOP-ZINDPMPTSP-BTL/2023

BUPATI BARITO KUALA

KABUPATEN BARITO KUALA

SURAT PERSETUJUAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP (SPKLH)

I Undang-Undsng Nomor 11 Tahun 2020 fentang Cipta Keda

2 hmmnmnuﬁmm1mwmm
Perlindungan Lingiungan Hidup

3 Peraturan Bupeti Barito Kuala Nomor 21 Tahun 2072 lentang Pendelegasian wewsnang di
Bigang Perminan dan Non Perizinan Umum Kepeda Kepala Dines Pensnaman Modal dan

a Mhemmhar Gengan ik Kegatan yang narm diak san Gamr men narg g

b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelsksanaan kegiatan
¢. Memahami dengan balk peraturan sesusi subslensi iegistan
@ Mempurys komitmen DNgQ untuk MeTryeiesakan setag ishagan kegistan lepel sisaran dan tepsl wakty

Satu Pintu darre _

& Dinsa Linglungan Hidup a Alst Tuls iantor

b b. Seperangkat Komputer

i Pencatatan dan Pendataan

swnmmmmuﬁbmmm a Scan Berss Permohonan

mn Jia ek désksanaikan akan mengakibatian ketidak pastian ketidsk traspéranan b. Dokumentasi (zin yang lelsh diterbitian

mptatan dan ketidak tepatan waikdu dalam pembuatan @n
L P!LAKS&!A MUTU BAKU

KEGIATAN PEMOHON Dinas Kabid Perginan |  'epsie Pereng-
Fromomce |, =% | Lngungen | Survey | Backoffice Dinas japen | Wektu | Output

Jmm :u-"'j

Memericsa bercas Tidak Permohonan. _ | Tanda Terma
2 o Lenghap [ SN\ o | 15 Mone

4 [Melakukan Peneisahan lerhadep Lenghap m 11 |Hast Teisanan

Berkas
4 |Membuat Surat Pengantar :?m 15 Menit | Surst Pengantar
|Meiaiubkan pengumuman rencana Usahs
dan/ateu Kegistan dan melalwian
8 |konsultasi publik kepada masyaraiat cleh AT T —
| permrakarsa sebelum penyusunan KA
ANDAL —[




5 Han

10 Harl

1 Har

10 | dokumen KA ANDAL oleh Sekretarist

4 hari

Menugaskan Tim Teknis Pendal AMDAL
untuk melakulan penilsian KA ANDAL,
12|dengan melibatkan Pemraksrsa/
Konsuftan untuk menyepaketi KA

§ Harl

30 Harl

Menyampaikan kembal perbaikan KA
15| ANDAL oieh Pemmskarsa / Konsultan
kepads sekretariat Penilsi AMDAL

2 harl

Sekretanst penial smdal melakuken
16 |penilmien terhadap perbeikan keranghs
scusn

3 Hart




17| untuk menyatakan KA ANDAL dapat

1 Hari

Premakarsa/konsultan melakukan kajian
18| ANDAL RKL-RPL

Mengajukan ANDAL dan RKL-RPL oleh
4g|Pemrakarsa yang telah disusun kepada
Bupatl melalui Selretariat Komisi Penilai
AMDAL

5 hari

Memberikan pernyataan tertulis

mmmmmw
dokumen ANDAL dan RKL-RPL oleh

Sekretariat Komisi Penitas AMDAL

1 han

Menugaskan Tim Teknis untuk meniai
21 |dokumen ANDAL dan RKL-RPL oleh
Komsi Penilai AMDAL.

S hari

Menyampailkan hasil penilaian atss
dokumen ANDAL dan RKL-RPL oleh
Tim Teknis kepada Komisi Peniai
AMDAL.

2 Harl

Menyelenggarakan Rapat Komisi Penilai
AMDAL.

1 Han

Menyampaikan rexomendas! hasi
24| penilaian ANDAL dan RKL-RPL cieh
Komisi Penilai AMDAL kepada Bupati

2 Han

Apabila dinyatakan bahwa dokumen
ANDAL dan RKL-RPL periu diperbaik,
25 |maka dokumen ANDAL dan RKL-RPL

Menyampaikan kembaii perbaikan
dokumen ANDAL dan RKL-RPL oleh
Pemrakarsa/ konsultan

1 Han




2

Metaiuican peniaan akhir
27 jdokumen ANDAL dan RKL-RPL oleh 2 hari B
Komis: Penilai AMDAL. Berkas

29| Bupati yang didelegasikan kepada Berkas 10 Han Berkas

1 Harl

30 |Menenma Hasil Rekomendasi Telknis AMOAL Tekrs

31 |Memproses SK in Teknis SKPD

32|Memers! SK tzn SPKLH | 10 Ment mm

33|Menandatangani SK tzin mm 10 Mentt W

uwwmw SPKLH |10 Ment mﬂ
-, S

Total Hari 184 Harl




Lampiran XXXIV : Peraturan Bupat: Barito Kuala
Nomor 188.45 / 145 / KUM / 2023

Tanggal 7 Maret 2023
Nomor SOP |503/034/50P-1ZINDPMPTSP-BTL/2023
Tanggal Pembuatan 07 Maret 2024
| Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Disahkan Oleh BUPATI BARITO KUALA
KABUPATEN BARITO KUALA Nama SOP IZIN KLINIK
Dasar Hukum
— Kualifikasi Pelaksana H
; Pe nk ndh:ong fomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan a. Memahami dengan baik keglatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas
: . "“’”k“ mor 43 tahun 2019 tentang puskesmas b. Memahami dengan balk ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan
P:“"’“ es Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar kegiatan Usaha dan Produk pada ¢ Memahami dengan baik peraturan sesuai substansi kegiatan
nyelengaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan d Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu
4 Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang di
Bidang Perizinan dan Non Perizinan Umum Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala
—— : Per P
: Dinas Kesehatan a Alat Tulis kantor
b_Seperangkat Komputer
Peringatan __: Pencatatan dan Pendatasn
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pembuatan a Scan Berkas Permohonan
Izin Jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian ketidak trasparanan, b Dokumentasi 1zin yang telah diterbitkan
ketidak singkronan dan ketidak tepatan waktu dalam pembuatan izin
PELAKSANA MUTU BAKU
Neo. KEGIATAN PEMOHON Bidang Perizinan Dinas Survey Tim Kabid Perizinan Kepala Perleng-
Frontoffice ey Nicahatag Tenis Backoffice g Dirae o Waltu Output
1 |Memasukan Permohonan
3
memeriksa Kelengkapan berkas Panmahenan; 15 Menit Lanie Tasine
2 permohonan Izin Tidak Lengkap \ Im = e
Permchonan, :
3 |Menjadwalkan Jadwal Survey Lengkep Peraysraten icn 10 Menit Jadwal Survey
It
Surat Permintaan Petugas Survey Berkas Telaksananya
4 Lachiighe Permohonan b Survey
Data
Memeriksa Kelengkapan Dokumen Dokumen 2 Hari Kelengkapan
Persyaratan melalui OSS Syarat
Memverifikasi kelengkapan dokumen di T, 1 i Dokumen
s J_ Lengkap




|uenyuuam

Data
data draft Tambahan
Survery Ke Kinik Pratama/Utama dengan Sarana 1 Han Survey Sarana
yang ada Kiinik
dilapangan diapangan
Melakukan Pemenksaan Kelengkapan
berdasarkan Persyaratan Izin Klinik
Permenkes No 9 Tahun 2014
Membuat Surat Rekomendasi untuk 1 Han (Lengkap) g
Pelaku Usaha Dokumen 7 Han (Tidak ) Rekomendasi
engkap) @in klinik
Surat Surat
Menerbitkan Rekomendasi (zin Klinik Rekomendas: 1 Han Rekomendasi
@in klinik @n klinik
Rekomendasi
7 [Memproses SX izin Teknis SKPD T son
Izin yang Telah
8 |Paraf SK Izin SK Izin 5 Menit di Paraf
SK 1zin yang
8K lzin yang 5 Mentt Telah di
] M.ﬂ.mm SK lzin Telah di Paraf Oitanda Tang,;nq
SK Izin yang
d
10|Melakukan Pengarsipan dan m 5 Menit 1zin Kiinik
Penyerahan Izin TYancant
Tande Tenma 5 Mentt zin Kiinik
11 izin diserahkan Kepemohon Berkas

Total Han

15 Han




Lampiran XXIX : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45 / 145 / KUM / 2023
Tanggal 7 Maret 2023

{Nomor SOP 503/020/SOP-IZIN'DPMPTSP-BTL/2023
| Tanggal Pembustan 07 Maret 2024
[ Tanggal Revis!
| Tanggal Efektit
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Disahkan Oleh |BUPATI BARITO KUALA
KABUPATEN BARITO KUALA Nama SOP |1ZIN APOTEK DAN IZIN TOKO OBAT

|Dasar Hukum :

1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

2 Permenkes Nomor 43 tahun 2019 tentang puskesmas

3. Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar kegiatan Usaha dan Produk pada
Penyelengaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan

4 Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang di
Bidang Perizinan dan Non Perizinan Umum Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan

IKRIIII'II:ul Pelaksana £
a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas

b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan
¢. Memahami dengan baik peraturan sesual substansi kegiatan
d Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan keglatan tepat sasaran dan tepat waktu

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuaia
Keterkaitan _ :

Per

a Dinas Kesehatan
b

Peringatan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pembuatan
Izin Jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian ketidak trasparanan,

Pencatatan dan Pendataan
8. Scan Berkas Permohonan
b Dokumentas! Izin yang telah diterbitkan

ka

8 Alat Tulis kantor

b_Seperangkat Komputer

ketidak singkronan dan ketidak wakiu dalam buatan Zin
PELAKSANA MUTU BAKU
NoJKEGIATAN PEMOHON Subkoodinator Dinas Survey Tim Kabid Perizinan Kepala Perieng- s
Frontofice | o eeral Kesoheten Teknis Backoffice i Dinas s Wal Output
1 [Memasukan Permohonan
»
2 memeriksa Kelengkapan berkas / Pcmn:m 15 Menit TlndasTerlml
permohonan Izin Tidak Lengkap \ RERyR Berka
Permohonan,
3 |Menjadwalkan Jadwal Survey PP Persyaratan n ¥ el Jadwal Survey
T
! Permohonan
Berkas Petugas
4 |Suat Permintaan Petugas Survey Permohonan 15 Mok Pelaksanaan
Lapangan Survey
Doata K srgirpan
5 Memeriksa Kelengkapan Dokumen i I Berkas 2 Hari .mhm.wn,‘rg
sesuai dengan persyaratan teknis | Ao
: Dol
LiH
g |memvertfikasi kelengkapan dokumen di Dokumen 1 Hari Lm;::‘
oSS
I




Menyesuaikan

T

Tambahan
data Dokumen Survey Sarana
7 |Survery Kesarana Apotik / Toko Obat dengan Sarana 1 Hert Apotik dan
e ¥ yang ada Toko Obat
dilapangan ik
Melakukan Pemeriksaan Kelengkapan
8 Dokumen Sesuai dengan berita acara Dokumen Berita Acara
permenkes no 9 tahun 2017 Tentang
Apotek
Surat
1 Hari (Lengkap)
Membuat Surat Rekomendasi untuk Dokumen Rekomendas|
v Pelaku Usaha 7 Hari (Tidak lengkap) Teknis
Surat Rekomendasi
40| Menerbitkan Rekomendasi Izin Apotik IZ"“’“"‘:";::' 1 Han izin Apotek dan
dan Toko Obat n Apoti Toko Obat
g Toko Obat
Rekomendasi SK 1zin
11|Memproses SK izin Teknis SKPD 1 Han
Izin yang Telah
12|Paraf SK Izin SK lzin 5 Mentt di Paraf
SK lzin yang
SK Izin yang 5 Menit Telah di
13|Menandatangani SK Izin Telah di Paraf Ditanda
Tanqgani
SK Izin yang
Telah di Izin Apotek /
44| Melakukan Pengarsipan dan Ditanda S Menit 1zin toko Obat
Penyerahan |zin Tangani
Tanda Terima 5 Menit Izin Apotek /
15|1zin diserahkan Kepemohon Berkas Izin toko Obat
Total Han 17 Han




Lampiran VII : Surat Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45 / 145 / KUM / 2023

Nomor SOP 503/008/SOP-IZINDPMPTSP-BTL/2023

| Tanggal Pembuatan 07 Maret 2024

Tanggal Revs

Tanggel Efelct e

Disahkan Oleh BUPATI BARITO KUALA .

Nama SOP PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

Dasar Hukum

perizinan Tertentu 1zin Mendirikan Bangunan (IMB)

2. Peraturan Daerah No 2 Thn. 2012 Tentang Bangunan gedung & perizinannya
3_Perda No 16 Tahun 2016 tentang SOPD

e A S S S e S SN
1. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor : 13 Tahun 2011 tentang Retribusi

Kualifikasi Pelaksana A

a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas
rb. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan
¢ Memahami dengan balk peraturan sesuai substansi kegiatan

Keterkaitan

d.Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat wakiu

a Dinas PUPR
b

a. Alat Tulis kantor
b Komputer

Pencatatan dan Pendataan

SOP inl merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pembuatan
PBG Jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian ketidak trasparanan,
ketidak singkronan dan ketidak tepatan wakiu dalam pembuatan izin PBG.

a. Scan Berkas Permohonan
b. Dokumentasi PEG yang telah diterbitkan

| PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN PEMOHON DINAS PUPR / Tim Operator Dinas Kepala Perleng-
Telnis PRG PMPTSP Pengawas DPMPTSP Bank Dinas Waktu Output Ket

1 |Memasukan Permohonan ke SIMBG Data Umum

Data Teknis Bangunan Permohonan di SIMBG

2 |Diverifikasi Oleh Tim Teknis PBG Dinas b 4 Data Umum, Data

PUPR Teknis Bangunan 1 Hari Permohonan Izin yang
Tidak Lengkap telh di Verifiks:

3 |Pemeriksaan Kesesuaian Teknis serta ] lengkap Data Umum, Data Rekomendasi Teknis /
Pemeriksaan Lapangan oleh Tim Teknis Teknis Bangunan 23 Harl Surat Pernyataan
PBG Pemenuhan Standar

I Teknis
4 | melakukan penghitungan jumiah ¥ Data Umum, Data
|pembayaran retribusi PBG Teknis Bangunan, Jumilah Penghitungan
Berita Acara Lapangan 1 Han Retribusi
1




5 |[Memvalidasi Surat Pemyataan

Pemenuhan Standar Teknis SBKBG Rekomendasi Teknis / Rekomendasi Teknis /
Surat Pernyataan 1 Hari [Surat Pemyataan
|Pemenuhan Standar Pemenuhan Standar
Teknis Teknis
6 PA:er:;bu-t E-Biling / SKRD untuk  Blangko 1 Han E-Blling / SKRD
s SKRD
- Lembar
Kwitansi
7 | mengupload E-Biling/SKRD ke SIMBG |e-Biling / SKRD 15 Menit E-Biling / SKRD yang
terupload ke akun
Pemohon
telah ditentukan
9 :m-mm Pembayaran Retribusi PBG E-Biling / SKRD 10 Menit | Kwitansi
e Bank sesuai ketentuan 2
10|Mengupload Bukti Pembayaran ke Kwitansi 10 Menit |E-Biling / SKRD yang
Aplikasi SIMBG " telah terbayar
11| Melakukan Verifikasi Bukti Pembayaran E-Biing/ SKRDyang |15 Menit |PBG yang telah Di
|Retribusi yang telah diupload pemohon telah terbayar Verifikasl Akun
Pengawas
12| melakukan validasi/ penandatangan PBG PBG yang telah Di 15 Menit SK PBG
Verifikasi Akun
m—d
13| Melakukan validasi penyerahan PBG dan ~ |skPBG 15 Menit |Pengarsipan dan PBG
Pengarsipan
?I_’BG diserahkan ke pemohon Persetujuan Bangunan
Gedung (PBG)

Pj. BUPATI BARITO KUALA,




